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ABSTRAK 
 
Nama    :  Anita Utrujah Abdullah 
Nim       : 10500113039 
Jurusan :  Ilmu Hukum 
Judul     :  Penerapan Sistem bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di 
Bank BNI Syariah Cabang Makassar 
 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Sistem Bagi Hasil menurut 
hukum Islam dan Perundang-undangan (2) Praktik Penerapan Sistem Bagi Hasil pada 
Pembiayaan Mudharabah di Bnak BNI Syariah cabang Makassar. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif  sehingga menghasilkan data deskriptif. 
Lokasi penelitian terletak di kota Makassar, Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Aturan al-mudharabah dalam Islam  
memiliki 5 unsur penting yaitu : Al-Mudharib (pemilik modal/investor), Shighatul-
aqd (ucapan ijab dan qabul), Ra’sul-maal (modal),  Al-‘Amal (pekerjaan), Ar-Ribh 
(keuntungan) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.:07/DSNMUI/IV/2000 serta 
dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. (2) Sistem Bagi Hasil pada 
pembiayaan Mudharabah di Bank BNI Syariah Makassar telah sesuai dengan Fatwa 
Dewan Syariah Nasional NO.:07/DSNMUI/IV/2000 serta dalam UU No.21 tahun 
2008 tentang perbankan syariah 
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan 
pemikiran ilmiah dan menambah pengetahuan baru bagi penyusun, dapat 
memberikan informasi yang bermanfaat mengenai Produk di Bank syariah dan sistem 
bagi hasil terkhususnya di Pembiayaan Mudharabah  terhadap Masyarakat.  
Memberikan masukan bagi pihak Bank BNI Syariah agar melakukan 
Sosialisasi guna memberikan informasi tentang pembiayaan mudharabah yang 
menggunakan sistem bagi hasil terhadap masyarakat agar masyarakat lebih 
memahami sistem bagi hasil. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sistem perbankan merupakan suatu sarana penting dalam peradaban 
masyarakat modern. Tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 
menyalurkan dana tersebut kepada peminjam, kemudian digunakan untuk ditanamkan 
pada sektor produksi atau investasi, disamping digunakan untuk aktivitas ekonomi 
dan lainnya sehingga dapat tumbuh dan berkembang serta meningkatkan standar 
kehidupan. Oleh karena itu sistem perbankan memiliki peranan yang sangat mendasar 
dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat.
1
 
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 di jelaskan tentang 
pengertian Perbankan yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak.
2
 
Indonesia meskipun bukan negara Islam tapi negara muslim yang mayoritas 
penduduknya beragama Islam, menganggap bahwa Bank Konvensional didalamnya 
mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam seperti pada penetapan 
                                                          
1
Thamrin Abdullah, Bank Dan Lembaga Keuangan (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2012), 
h.1 
2
Irwan Misbach, Bank Syariah Kualitas Layanan,Kepuasan, Dan Kepercayaan, (Makassar: 
AlauiddinUniversity press, 2013), h.60 
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Bunga yang ada di Bank Konvensional, maka dari itu sebagai masyarakat muslim 
sangat membutuhkan Bank yang berlandasakan dengan syariat Islam. 
Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dalam dunia perbankan 
maka dibentuklah Bank Syariah. Bank Syariah pertama kali dibentuk ialah Bank 
Muamalah Indonesia, sejak itulah kehadiran Bank Syariah terus diperbincangkan dan 
dikembangkan, maka dari itulah dibentuklah Dewan Nasional Syariah untuk 
memenuhi harapan masyarakat akan kebutuhan masyarakat tentang Bank yang 
beroperasi  berlandasakan syariah Islam.  
Dewan Syariah nasional ini terdiri dari para ahli Hukum Islam, para praktis 
ekonomi, adapun tugas Dewan Syariah Nasional (DSN) ialah untuk mengganti, 
mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip Hukum Islam untuk nantinya 
dijadikan pedoman dalam transaksi keuangan syariah serta mengawasi pelaksanaan 
dan implementasinya. 
Saat ini sistem perbankan yang ada di Indonesia menganut dual banking 
system, sehingga nasabah masih dapat melakukan pilihan antara bank konvensional 
dan bank syariah.
3
 Dimana perbankan syariah dapat beroperasi berdampingan dengan 
perbankan konvensional. 
Pemerintah telah cukup memberikan ruang untuk berkembangnya perbankan 
syariah di Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 serta di perkuat oleh eksistensi perbankan 
syariah di Indonesia, perkembangan bank syariah menunjukkan kemajuan yang pesat. 
                                                          
3
Irwan Misbach,  Bank Syariah Kualitas Layanan,Kepuasan, Dan Kepercayaan, h.1 
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Di dalam transaksi dan kegiatannya, perbankan syariah menerapkan prinsip-
prinsip Islam. Prinsip yang diterapkan perbankan syariah yaitu transaksi keuangan 
dengan konsep bagi hasil, dimana penyimpanan uang maupun penyaluran dana tidak 
dikenakan bunga (interest free banking). Salah satu bentuk dari pembiayaan yang 
digunakan oleh perbankan syariah adalah pembiayaan Mudharabah. Bank syariah 
memiliki beberapa program pembiayaan yang antara lain: pembiayaan Mudharabah, 
Musyarakah, Murabahah dan Bai’ Salam. Adanya Bank Islam diharapkan dapat 
memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui 
pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam.
4
 Dengan adanya 
pembiayaan tersebut diharapkan mampu memacu masyarakat untuk bisa menciptakan 
usaha dan mampu mengembangkannya.  
Salah satu alasan masyarakat menginginkan Bank yang berlandasakan Syariah 
ialah karena didalam Bnak Konvensional terdapat Bunga yang jelas-jelas dalam 
Syariat Islam Bunga diharamakan karena mengandung Riba, sebagaimana Allah 
berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2:  257 
                       
                          
             
Terjemahnya : 
 “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan 
mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan 
                                                          
4
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah, (Jakarta: PT. Grafindo 
persada, 2008), h. 16  
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jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka 
baginya apa yang telah diambilnya dahulu (Sebelum datangnya larangan) dan 
urusannya terserah kepada Allah. Orang  yang mengulangi (mengambil riba), 
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.5 
Keunggulan bank syariah atau bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan 
prinsip syariah tersebut adalah Sistem bagi hasil sebagai identitas bank syariah 
tentunya mempunyai mekanisme sistem operasional yang sangat berbeda dengan 
prinsip bunga pada bank konvensional. Dimana pada sistem bagi hasil keuntungan 
dan pendapatan dilihat berdasarkan untung dan rugi dari bisnis yang dijalankan dan 
bagi hasil sangat fleksibel dan tidak bisa diprediksikan, sedangkan pada sistem bunga 
yang diterapkan pada bank konvensional lebih mengedepankan aspek hitungan tetap. 
Hal ini menjadikan bank syariah sangat rentan terhadap  krisis dan kemungkinan 
gagal bayar dari nasabah peminjam uang sangat kecil. 
Namun pada kenyataannya secara umum perbankan syariah di Indonesia bila 
dibandingkan dengan perbankan konvensional masih dirasakan peminat nasabah 
kurang dan tidak tertarik. Mengingat nasabah indonesia, masih terpola  pada 
ketakutan akan kerugian yang dilakukan oleh pengelolah (Bank Syariah) sebab sistem 
“bagi hasil”. Dikarenakan produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah, 
menurut mereka, hanyalah produk-produk bank konvensional yang dipoles dengan 
penerapan akad-akad yang berkaitan dengan syariah karena sistem bagi hasil dalam 
prakteknya masih menyerupai sistem bunga bagi bank konvensional. Begitu pula 
dengan penyaluran dana bank syariah yang lebih besar bertumpu pada pembiayaan 
murabahah, yang mengambil keuntungan berdasarkan margin, dianggap oleh 
                                                          
5
Departemen Agama RI, Terjemahan Al-quran Al-Karim dalam Bahasa Indonesia, (Madinah: 
Komplek Percetakan Al-Quran raja Fahad), h. 69 
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masyarakat hanyalah sekedar polesan dari cara pengambilan bunga pada bank 
konvensional. Menurut masyarakat masih sangat sulit untuk membedakan antara bagi 
hasil, margin dan bunga bank konvensional. Kalaupun bisa hanyalah pada tataran 
teorinya saja, sedang prakteknya masih terlihat rancu untuk membedakan bagi hasil, 
margin dan bunga. Meski secara teoritis sistem bagi hasil dengan akad Mudharabah 
dan musyarakah sangat baik, namun yang terjadi pembiayaan perbankan syariah 
dengan pola tersebut belum menjadi barometer bank syariah, sehingga 
perbandingannya cukup kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan 
pendapatan tetap. Hal tersebut lebih disebabkan pada tuntutan yang harus dipenuhi 
oleh bank syariah yang mengikuti struktur bank komersial. Sehingga pembiayaan 
dengan basis pendapatan tetap cenderung menjadi pilihan bagi bank syariah. 
Sehingga hal tersebut diatas menjadi kendala dalam penerapan sistem bagi 
hasil di perbankan syariah pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Sesuaikah 
praktek penerapan bagi hasil yang ada pada pembiayaan Mudharabah di Bank 
Syariah. 
Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut untuk 
mengetahui sistem bagi hasil dalam prakteknya masih menyerupai sistem bunga bagi 
bank konvensional di Bank BNI Syariah Cabang Makassar. Dan untuk mengetahui 
apakah Bank BNI Syariah Cabang Makassar telah melakukan usahanya sesuai 
dengan prinsip syariah. 
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B. Fokus Penelitian Dan Diskripsi Fokus 
Adapun fokus penelitian ini yaitu sejauh mana penerapan sistem bagi hasil di 
Bank BNI Syariah Cab. Makassar. 
Untuk menghindari penafsiran yang keliru oleh pembaca, maka penyusun 
menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut : 
1. Pengertian Penerapan  
Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, 
perbuatan menerap kan, dapat disimpulkan bahwa penerapan ialah suatu perbuatan 
mempratekkan teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk 
kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan yang telah terencana 
dan tersusun sebelumnya.
6
 
2. Pengertian Sistem 
Sistem adalah suatu rangkaian dari beberapa hal menjadi suatu kesatuan 
yang tidak dapat di pisahkan satu sama lain. 
3. Pengertian bagi hasil 
Bagi hasil adalah perjanjian kedua belah pihak antara investor dan 
pengelolah, dimana investor akan memberikan modal. Dan keuntungan maupun 
kerugian di tanggung bersama. 
4. Pembiayaan Mudharabah 
penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana 
(mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan bagi 
                                                          
6Media Belajar,“Pengertian Penerapan”, Official Website of Media_Belajar. http://internet 
sebagai  sumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html, (12 Juni 2016). 
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laba (profit sharing) atau metode bagi hasil usaha (gross profit margin) antara 
kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.  
 
 
5. Pengertian Bank  
Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan 
kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang 
diperolehnya dari orang lain, mana pun dengan jalan yang diperolehnya dari orang 
lain, mana pun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar dan tempat uang 
giral.
7
 
6. Pengertian Syariah 
Syariah adalah hukum yang diwahyukan Allah yang terdapat dalam al-
Qur’an dan sunnah.8 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, dapat diajukan pokok permasalahan 
yang dirumuskan penulis adalah “pengimplementasian praktek penerapan Bagi Hasil 
pada pembiayaan Bank syariah atau hanya sebatas Islamisasi lembaga saja”. Dari 
pokok masalah tersebut penulis merumuskan sub permasalahan sebagai berikut. 
1. Bagaimanakah sistem bagi hasil menurut hukum Islam dan perundang-
undangan? 
                                                          
7
Thamrin Abdullah, Bank dan Lembaga Keuangan,  h.2  
8
 Darma suryantari, “Definisi syariah”. http://pengertian dari syariah. blogspot. co. id / 2013 / 
01 / pengertian-syariah.html diakses pada tanggal 12 juni 2016 (21:05) 
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2. Bagaimanakah praktek penerapan sistem bagi hasil pada Pembiayaan 
Mudharabah  di Bank BNI Syariah Cab. Makassar ? 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai 
sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum 
melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah 
yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi 
dengan judul penulis, sebagai berikut: 
Awaluddin dalam bukunya yang berjudul manajemen bank syariah 
menjelaskan tentang konsep pemasaran bank syariah baik dari segi syariah dan 
konvensional sehingga pemapalan ini akan jelas perbedaan antara keduanya dengan 
dilandasi konsep Islam secara mendasar. Buku ini sangat membantu penulis dalam 
menuliskan skripsi tentang bank syariah. 
Irwan misbach dalam bukunya bank syariah : kualitas layanan, kepuasan dan 
kepercayaan memuat mengenai perbankan syariah, sejarah bank syariah dan 
perkembangannya, serta system operasionalnya, juga menjelaskan tentang penegasan 
hubungan kualitas layanan, kepuasan, dan kepercayaan masyarakat pada industri 
perbankan syariah. Buku ini sangat bagus karena didalam buku ini membahas 
perbedaan kualitas layanan bank antara bank syariah dan konvensional, selain itu 
memudahkan penulis untuk menuliskan skirpsi. 
Thamrin Abdullah dan farancis tantric dalam bukunya bank dan lembaga 
keuangan membahas tentang masalah-masalah perbankan di Indonesia, serta teori 
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dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam praktik perbankan. Buku ini membantu 
penulis mendapat referensi dalam menuliskan skripsi. 
Malayu Sutan Pargalutan Hasibun dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar 
perbankan yang membahas masalah manajemen perbankan secara sistematis. Dalam 
buku ini menawarkan pengetahuan bank secara umum yang menambah reverensi 
penulis untuk menuliskan skripsi.  
Slamet Margono dalam Tesisnya yang berjudul Pelaksanaan Sistem Bagi 
hasil pada Bank Syariah (tinjuaan umum pada BTN Syariah Cabang Semarang). 
Dalam tesis nya membahas ketentuan khusus tentang sistem bagi hasil pada bank 
syariah, dalam Tesis nya terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu  sama-sama 
mengkaji sistem Bagi Hasil yang ada di Bank Syariah dan perbedaan Tesis dan 
penelitian  ini terletak pada tempat penelitian dan pokok permasalahan. 
E. Tujuan dan kegunaan penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 
yang ingin dicapai sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui sistem bagi hasil menurut hukum Islam dan perundang-
undangan  
b. Untuk mengetahui praktek penerapan sistem bagi hasil  pada Pembiayaan 
Mudharabah di Bank BNI Syariah Makassar. 
2. Kegunaan penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang 
pemahaman masyarakat terhadap penerapan konsep-konsep bank syariah dan 
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bukan hanya sebatas Islamisasi lembaga saja. Adapun secara detail kegunaan 
tersebut diantaranya sebagai berikut: 
a. Kegunaan Ilmiah 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan/referensi dalam 
mengembangkan teori/konsep dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu 
hukum tentang hukum perbankan syariah.   
b. Kegunaan Praktis  
Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat 
untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada 
relevansinya dengan hasil penelitian ini yang berkaitan dengan pengimplementasian 
sistem bagi hasil di Bank BNI Syariah.  
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Pengertian  dan Ciri-ciri Bank Syariah 
1. Pengertian Bank syariah 
Bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak.
1
 Syariah menurut bahasa ialah asy-syari yang artinya meminum air dan 
menurut istilah ialah hukum-hukum dan aturan aturan Allah disyariahkan buat 
hambanya untuk diikuti dan hubungan mereka sesama manusia.  Jadi yang 
dimaksud bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 
memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dengan prinsip-
prinsisp syariah. 
Menurut perwaatmadja Bank Syariah adalah bank yang tata cara 
operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam.
2
 Perbankan syariah 
adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit bank 
syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya.
3
 
Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 dalam pasal 1 tentang 
perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah 
                                                          
1
 Irwan Misbach, Bank Syariah Kualitas Layanan,Kepuasan, Dan Kepercayaan, (Makassar: 
AlauiddinUniversity press, 2013), h.60 
2
Awaluddin, Manajemen Bank Syariah (Makassar :AlauddinUniversity Press, 2011),  h.20 
3
Irwan Misbach, Bank Syariah : kualitas layanan, kepuasan dan kepercayaan,  h.20 
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dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
4
 
Gagasan mengenai bank syariah telah muncul sejak lama, ditandai dengan 
banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank Islam. 
Sejarah awal mula kegiatan bank syariah yang pertama sekali dilakukan adalah 
Pakistan dan Malaysia pada sekitar 1940an. Kemudian di Mesir pada 1963 berdiri 
Islamic Rural Bank dan masih berskala kecil.
5
 Di Indonesia sangat di dambakan 
kehadiran bank yang berdasarkan syariah, ketua pengurus muhammadiyah periode 
1937-1944 telah menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa bank 
konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum 
mempunyai bank sendiri yang bebas riba.
6
  Setelah itu muncul  ide untuk 
mendirikan bank yang berasarkan syariat Islam di Indonesia. Kemudian di 
bicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada 
tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang dilaksanakan 
oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu kemasyarakatan dan Yayasan Bhineka Tunggal 
Ika. Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini yaitu: 
operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil hasil belum diatur, dan 
oleh karena hal itu tidak sejalan dengan UU pokok perbankan yang berlaku, yaitu 
UU No. 14 tahun 1967. Konsep bank syariah dari segi poilitis juga diaggap 
berkonotasi ideologis, merupakan bagian atau berkaitan dengan konsep negara 
                                                          
4
PT.Buku Kita,  undang-undangRI no.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah 
5
 Thamrin Abdullah dan Francis Tanri, Bank dan lembaga keuangan,  (Jakarta : PT raja 
garfindo persada,2014),  h. 213 
6
 Lihat Karnaen A. Perwataatmadja, Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, (Depok: 
Usaha Kami, 1996), h. 30 
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Islam, oleh karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
7
 Dan akhirnya setelah 
melewati hambatan akhirnya Bank Syariah ini didirikan oleh Majelis Ulama 
Indonesia pada 18-20 agustus 1990.
8
 
Dalam perkembangan selanjutnya dari kehadiran Bank Syariah di 
Indonesia sangat mengembirakan. Disamping Bank Muamalat Indonesia saat ini 
juga telah lahir Bank syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri. 
Kemudian berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional 
yang sudah ada seperti Bank BNI, Bank BRI dan lain-lain. 
Dengan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam agama Islam yang 
merupakan suatu alternatif atas perbankan dengan kekhususannya pada prinsip 
syariah.
9
 
2. Ciri-ciri Bank Syariah 
Bank syariah memiliki beberapa ciri-ciri dan karakterikstik antara lain: 
a. Berdimensi keadilan dan permintaan 
Ciri ini dilakukan dengan bagi hasil. Dengan bagi hasil ini tidak muncul 
kerugian yang hanya dialami oleh salah satu pihak karena resiko kerugian dan 
keuntungan yang diperoleh ditanggung bersama antara bank dengan nasabahnya. 
Dengan demikian kekayaan tidak akan hanya beredar pada golongan tertentu. Dengan 
cara ini pula perekonomian umat akan terwujud secara merata. 
b. Adanya pemberlakuan jaminan 
Ciri ini seiring dengan pasal 8 UU nomor 7 & tahun 1992 tentang perbankan 
yang berbunyi: “dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan 
                                                          
7
 DuddyYustiady, Penjelasan Perbankan Syariah Secara Umum, (AJB Bumiputera FISIP UI, 
Depok April 2003), h. 2 
8
Thamrin Abdullah dan Francis Tanri, Bank dan Lembaga Keuangan,  h. 214 
9
 Malayu S.P. hasibun, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: PT. Bumi Aksara), h. 39  
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atas kemampuan dan kesanggupan debitur mengembalikan hutangnya, anggunan 
dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang 
bersangkutan”. 
Pada bank syariah yang dijadikan sebagai jaminan adalah proyek yang tengah 
dikerjakan bersama antara bank dengan pemilik modal dengan nasabah sebagai 
pengelola usaha. Sedangkan pada bank konvensional yang dijadikan jaminan adalah 
kekayaan peminjam. 
c. Menciptakan rasa kebersamaan 
Dalam operasionalnya bank syariah berupaya menciptakan kebersamaan antar 
dirinya sebagai pemilik modal dengan nasabahnya sebagai pengelola modal. Hal ini 
sejalan dengan salah satu prinsip muamalah, yakni memelihara prinsip keadilan dan 
kebersamaan. Secara umum ciri ini bersumber dari Al-Qur’an dimana Allah 
berfirman: “dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”  sedangkan kebersamaan 
dalam meningkatkatkan taraf hidup dengan pemanfaatan bank termasuk pada tolong-
menolong dalam hal kebajikan. 
d. Bersifat mandiri 
Karena prinsip operasional bank syariah tidak menggunakan bunga, maka 
secara otomatis akan terlepas dari gejolak moneter, baik dalam negeri maupun 
internasioanl. Oleh karena itu bank syariah dengan sendirinya tidak menggantungkan 
dirinya pada moneter, sehingga dapat berjalan tanpa dipengaruhi oelh inflasi dan 
bank syariah mendorong investasi, pembukaan lapangan kerja baru dan pemerataan 
kesempatan usaha. Bank syariah berperan dalam mengentaskan kemiskinan. 
e. Persaingan secara sehat 
Bentuk persaingan terjadi antar bank syariah dengan berlomba-lomba untuk 
lebih tinggi dari yang lain memberikan porsi bagi hasil kepada nasabah. Persaingan 
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anatar satu dengan lainnya. Dengan ini nasabah tidak perlu memilih bank syariah 
yang akan dijadikan mitra kerjanya. 
f. Adanya Dewan Pengawas Syariah 
Ciri lain dari bank syariah sebagai pembeda dengan bank konvensional adalah 
adanya Dewan Pengawas Syariah yang bersifat independen, yang dibentuk oleh 
Dewan Pengawas Nasional dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan 
usaha berdasarkan prinsip syariah. DPS ini berfungsi sebagai penasehat dan pemberi 
saran kepada direksi, pemimpin unit usaha syariah.
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B. Dasar Hukum Bank Syariah di Indonesia 
Berdirinya Bank syariah di Indonesia tentunya memiliki landasan atau dasar 
hukum yang melindungi dan menjadi dasar menjalankan segala aktivitas 
perekonomian yang m 
eliputi kegiatan perbankan. Dalam berjalannya segala aktivitas perbankan, 
bank syariah memiliki dua dasar hukum berdasarkan peraturan negara dan 
berdasarkan Al-Qur’an dan hukum Islam yang lainnya.  
1. Berdasarkan Hukum Islam 
 Dasar hukum utama yang menjadi landasan berdirinya bank syariah, bank 
syariah adalah bank yang bernafaskan Islam, tentu ada beberapa ayat Al-Qur’an 
yang menjelaskan tentang Bank syariah, antara lain :1.QS An-Nisa’/4:29 : 
                            
                        
 
                                                          
10
Awaluddin, Manajemen Bank Syariah (Makassar :AlauddinUniversity Pres, 2011), h. 21 
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Terjemahnya : 
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”11 
Dalam artian ini bisa ditafsirkan bahwa bank syariah dalam melaksanakan 
tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran Islam (batil) namun harus selalu 
tolong menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Kita tahu banyak sekali 
tindakan-tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam hal ini terjadi 
karena beberapa pihak tidak tahan dengan godaan uang serta mungkin mereka 
memiliki tekanan baik kekurangan dalam hal ekonomi atau yang lain, maka bank 
syariah harus membentengi mereka untuk tidak berbuat sesuatau yang 
menyeleweng dari Islam. 
Ayat selanjutnya yang menjadi landasan hukum Bank syariah terdapat 
dalam Q.S. Al-Baqarah/2:283, 
                          
                             
                  
Terjemahnya : 
“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan 
Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 12 
 
                                                          
11
Departemen Agama RI, Terjemahan Al-quran Al-Karim dalam Bahasa Indonesia, 
(Madinah: Komplek Percetakan Al-Quran raja Fahad), h. 126  
12
Departemen Agama RI, Terjemahan Al-quran Al-Karim dalam Bahasa Indonesia, 
(Madinah: Komplek Percetakan Al-Quran raja Fahad), h. 71  
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Dari ayat ini bisa diambil salah satu poin penting yakni menyampaikan 
amanat. Dalam bank syariah baik pihak Bank maupun nasabah harus menjaga 
amanah yang telah disepakati dalam akad sebelumnya hal ini bertujuan untuk 
menjaga kepercayaan dan tetap berkegiatan ekonomi tanpa kecurangan atau 
kebohongan sedikitpun. Bisa dibilang harus terbuka dan transparan. 
Ayat selanjutnya ialah Q.S. Al-Maidah /5:1-2 : 
                              
                                 
                              
                         
                          
                      
Terjemahnya: 
“1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu 
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya. 
2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar 
Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 
(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan 
jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang 
mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu telah 
menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali 
kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu 
dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” 13 
 Dalam ayat ini memiliki arti “Hai orang-orang beriman ! penuhilah akad-
akad itu.” Untuk ayat 1 sedangkan arti ayat ke dua “dan tolong menolonglah kamu 
                                                          
13
Departemen Agama RI, Terjemahan Al-quran Al-Karim dalam Bahasa Indonesia, 
(Madinah: Komplek Percetakan Al-Quran raja Fahad), h. 156  
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dalam hal kebajikan.” Dari dua ayat ini bisa diartikan bahwa Bank syariah hadir 
untuk melaksanakan dan menjaga akad-akad yang telah disepakati diantara dua 
pihak tidak boleh terjadi sebuah penyelewengan namun harus tetap baik dan benar 
sesuai dengan ajaran Islam serta kesepakatan yang ada. Akad inilah yang menjadi 
perbedaan utama anatara bank syariah dan bank konvensional, dalam bank syariah 
akad yang diberlakukan adalah memakai sistem bagi hasil. Selain itu prinsip yang 
digunakan dalam bank syariah adalah sistem tolong menolong untuk mengerjakan 
sebuah kebajikan, dengan hal ini maka selain melakukan kegiatan perbankan atau 
perniagaan mereka juga beribadah, dari sinilah nilai plus yang dimiliki oleh bank 
syariah. 
Meski bisa Bank Syariah sebagai bank yang bernafaskan Islam yakni 
berdasarkan Al-Qur’an, sunnah dan ijtihad sebagai pelengkap, namun bank ini 
tidak menutup diri untuk mendasarkan kegiatan atau aktivitasnya berdasarkan atau 
sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal 
ini terjadi karena Indonesia merupakan negara kesatuan dan berlandaskan atas 
Pancasila tentu tidak etis jika hukum tertinggi di negara ini yakni Undang-undang 
maupun pemerintah tidak dijadikan sebuah landasan hukum. Pada dasarnya 
pengkhususan bank syariah memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan 
Bank konvensional, dimana sistem yang mereka gunakan bukan bunga namun 
bagi hasil dimana bank syariah harus bisa menyetarakan atau menyeimbangkan 
uang masyarakat dengan baik selain itu gotong royong dan kekeluargaan juga 
diterapkan dengan baik oleh bank syariah. 
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2. Berdasarkan  Hukum Nasional 
Dalam Undang-undnag ini bank syariah diposisikan sebagai bank umum 
serta bank pengkreditan rakyat, dimana pemerintahan telah memberikan izin atas 
keberadaan bank syariah untuk melakukan segala tindakan atau kegiatan 
perbankan layaknya seperti bank konvensioal. Landasan hukum yang melindungi 
Bank Syariah di Indonesia, ada beberapa peraturan yang membahas tentang Bank 
syariah, diantaranya : 
a. Undang-undang No. 10 tahun 1998 
Undang-undang ini berisikan tentang penyempurnaan dan penjelasan dari 
Undang-Undang no.7 Tahun 1992, yakni penjelasan tentang bagaimana bank syariah 
sebagai bank umum dan bank pengkereditan rkayat khususnya berada di pasal 6 serta 
berisi juga tentang penjabaran dari prinsip syariah. 
b. Undang-undang No.23 tahun 2003 
Dalam undang-undang ini berisi tentang perlindungan dari keberadaan bank 
syariah, dimana perlindungan terebut bebentuk penugasan kepada Bank Indonesia 
untuk mempersiapkan segala bentuk perangkat aturan serta fasilitas-fasilitas yang 
mampu menunjang segala bentuk kegiatan yang imbasnya akan mendukung 
kelancaran dan keefektifan jalannya operasional bank syariah. 
c. Undnag-undang no.21 tahun 2008 
Undang-undang ini yang lebih spesifik diantara peraturan yang lainnya, dalam 
undang-undang ini sebenarnya muncul ketika memang di Indonesia perkembangan 
bank syariah semakin pesat untuk itulah ketentuan dan peraturan yang ada dalam 
unang-undang ini sangan lengkap. Dalam bab 1 pasal 1 bahakan sudah disebutkan 
secara jelas tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah dimana diberikan 
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beberapa pengertian serta jenis-jenis yang dimiliki oleh masing-masing bank. Tidak 
hanya itu dalam undnag-undang ini juga dijelaskan  bahwasanya dalam usaha 
menjalankan fungsinya bank syariah melakukann penghimpunan dana dari nasabah 
dan akan menyalurkan pembiayaan tersebut berdasarkan akad yang telah diatur dalam 
ekonomi Islam seperti mudharabah, wadiah, musyarakah .
14
 
d. Undang-undang dasar 1945 pasal 33 
Hukum pertama yang menjadi asas kegiatan perbankan baik konvensional 
maupun syariah harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam 
undang-undang dasar 1945 pasal 33, antara lain : 
1) Segala bentuk perekonomian disusun sebagai sebuah usaha bersama 
berdasarkan atas asas kekeluargaan. 
2) Semua cabang produksi yang vital atau penting bagi negara serta menjadi hajat 
hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 
 
C. Kegiatan Usaha Bank Syariah dan Prinsip-Prinsip Bank Syariah 
1. Kegiatan Usaha Bank Syariah 
Bank syariah merupakan salah satu aset dalam perbankan Indonesia, yakni 
sebuah lembaga keuangan yang segala aktivitasnya atau ketenuannya didasarkan 
pada nolai-nilai atau hukum Islam. Setiap lembaga pasti memliki  kegiatan, baik 
yang terprogram masuk dalam undang-undang maupun independen. Begitu juga 
dengan bank syariah ini memiliki beberapa bentuk kegiatan usaha yang terhimpun 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008, tepatnya pada 
pasal 19. Dalam pasal 19 ini dijelaskan bahwasanya kegiatan usaha bank syariah 
meliputi 3 pokok kegiatan yakni  penghimpun dana masyarakat, penyaluran dana 
                                                          
14
Ahmad Dian, Dasar Hukum Bank Syariah, http://dosenekonomi.com/ilmu-
ekonomi/ekonomi-syariah/dasar-hukum-bank-syariah, di akses pada tanggal 4 juni 2007 (14.49)  
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langsung maupun tidak langsung, dan jasa layanan. Dari tiga pokok  tersebut akan 
di kembangkan oleh beberapa kegiatan antara lain :  
a. Penghimpun dana Masyarakat 
Dalam kegiatan dana ini, Bank syariah mengadakan beberapaprogram atau 
kegiatan yang meliputi : 
1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan maupun 
dalam betuk lainnya. Segala bentuk penyimpanan dana ini harus disamakan dan 
disesuaikan dengan nilai-nilai keIslaman tepatnya harus berlandaskan pada 
prinsip-prinsip ekonomi syariah yakni akad wadiah yang dimaksud yang  
dimaksud dengan wadiah adalah sebuah titipan yang dilakukan oleh satu orang 
kepiha kyang lainnya baik dalam lingkup individu maupun badan hukum dan 
harus dijaga serta dikembalikan kepada pihak yang melakukan titipan. Perlu 
anda ketahui bahwasannya Akad wadiah ini dibedakan menjadi dua yakni 
wadiahyadhamanah dan wadiah yaamanah. Untuk yang Dhamanah barang atau 
apapun yang dititipkan boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak yang 
diberikan titipan, sedangkan untuk yang amanah adalah kebalikan dari 
wadiahyadhamanah yakni barang atau apapun yang dititipkan harus dijaga 
dengan baik tanpa boleh untuk memanfaatkan atau menggunakannya. 
2) Melakukan penghimpun dana dalam bentuk investasi baik dalam bentuk 
tabungan, deposito, giro atau dalam bentuk yang liannya yang penting 
didasarkan pada salah satu akad ekonomi syariah yakni akad mudharabah yang 
dimaksud dengan akad mudharabah adalah sebuah kesepkatan kerjasama antara 
dua pihak, dimana pihak pertama menjadi penyedia modal tersebut.  
b. Penyaluran Dana 
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Kegiatan usaha penyaluran dana ini fokus pada tiga aspek penting yakni jual 
beli, sewa dan investasi. 
1) Jual Beli 
Jual beli yang dilakukan dalam bentuk syariah ini berbeda dengan jual beli pada 
umumya, dimana kegiatan jual beli ini bisa dilaksanakan dengan 3 skema, 
yakni skema salam, murabahah dan isthsna. Dalam jual beli murabahah 
penjualmemperoleh sebuah keuntungan dari kesepakatan bersama antar 
pembeli dan penjual. Jika di perbankan syariah yang menjadi pembeli adalah  
nasabah. Sedangkan untuk skema salam pelunasan pembayarab harus 
dilaksanakan sebelum barang atau prosuk sampai pada tangan pembeli. Dan 
skema istishna merupakan jual beli dimana penjual melaksanakan apa yang 
diminta oleh pembeli bisa dibilang pembeli merupakan salah satu fokus utama 
bagi penjual. 
2) Sewa 
Sewa merupakan salah satu jenid kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah. 
Dimana sewa disini memiliki dua skema yakni skema Ijarah dan muntahiyah 
bittamlik. Skema Ijarah adalah penyewaan suatu barang atau produk dalam 
waktu tertentu tanpa adanya perpindahan kekuasaan atau kepemilikan. 
Sedangkan sewa dengan skema mutahiyah adalah penyewaan yang terdiri dsri 
kombinasi sewa dan jual beli, dimana  barang atau apapun yang disewakan 
akan dijual pada akhir periode sewanya 
3) Investasi 
Investasi dalam bank syariah bisa dilakukan dengan dua skema atau akad, yakni 
mudharabah dan musyarakah. Dimana jika mudharabah pengelola dana 
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memiliki hak dan kewenangan untuk memanfaatnkannya, namun jika 
musyarakah pihak pengelolah dibatasi dengan pengawasan dari pemilik modal 
c. Layanan 
Untuk jenis kegiatan usaha ini bank syariah pure memberikan pelayanan pada 
nasabah dan masyarakat luas, yang meliputi : 
1) Melaksanakan pengambik alihan atau pemindahan tangan atas suatu  hutang 
uanh diasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah berupa akad hawalah 
2) Memberlakukan dan usaha pengadaan kartu debit ataupun  kartu pembiayaan 
yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. 
3) Melaksanakan pembelian atas surat-surat berharga dengan disandarkan pada 
prinsip-prinsip syariah yang berlaku yang tentunya diterbitkan oleh pihak yang 
berwenang seperti pemerintah atau Bank Indonesia. 
4) Menerima pembayaran atas tagihan dari surat-surat  berharga serta 
melakasankan perhitungan dengan pihak ketiga dengan tujuan untuk 
menyamakan persepsi dan harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. 
5) Melakukan kegiatan pemindahan uang untuk kepentingn mandiri maupun 
kepentingan yang dimiliki oleh para nasabah dan tentunya harus didasarkan 
pada prinsip-prinsip syariah. 
6) Memberlakukan atau menjalankan fungsi sebagai sebuah pihak an menjadi wali 
amanat berdasarkan pada akad wakalah 
7) Menyediakan sebuah fasilitas berupa surat kredit atau berupa bank yang 
memebrikan garansi berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah yang baik. 
Pada dasarnya Bank Syariah memiliki hak dan wewenang utnuk 
melaksanakan program-program atau kegiatan perekonomian atau perbankan, namun 
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harus tetap mengutamakan nilai-nilai Islam serta prinsip-prinsip yang dipegang oleh 
Bank syariah. Inilah beberapa kegiatan usaha bank syariah yang telah di atur dalam 
UU RI No. 21 tahun 2008 pasal 19.
15
 
2. Prinsip-prinsip Bank Syariah 
Prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan yang 
berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana 
dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 
dengan syariah. Kegiatan usaha dengan prinsip syariah, antara lain: Bank syariah 
memiliki 5 konsep utama yang menjadi dasar operasional yaitu : 
a.  Prinsip Simpanan Murni ( al-wadi’ah ) 
Prinsip al wadiah sering juga disebut titipan merupakan prinsip yang hanya 
digunakan bank untuk produk simpanan. Simpanan alwadiah tidak mendapatkan 
keuntungan bagi hasil ataupun margin, alwadiah hanya menerapkan bonus dari Bank. 
b.  Bagi Hasil ( Syirkah ) 
Konsep ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara shahibul maal 
(penyedia dana) dengan mudharib (pengelola dana). Nisbah bagi hasil ini dapat 
terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah 
penerima dana. Prinsip ini memiliki bentuk produk yaitu Mudharabah dan 
Musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik 
untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan 
musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan. 
 
                                                          
15
Ahmad Dian, 3Kegiatan Usaha Bank Syariah Dalam UURI, http://dosenekonomi.com/ilmu-
ekonomi/ekonomi-syariah/kegiatan-usaha-bank-syariah, di akses pada tanggal 4 juni 2007 (14.08) 
25 
 
 
c. Prinsip Jual Beli (at-TIjarah) 
Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menjelaskan bagaimana penerapan 
konsep jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan 
atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama 
bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah 
harga beli ditambah keuntungan ( margin ). 
d. Prinsip Sewa ( al-Ijarah ) 
Prinsip ini terbagi menjadi dua jenis : (1) Ijarah, sewa murni, seperti halnya 
penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (operating lease). Dalam teknis 
perbankan, bank dapat membeli equitment yang dibutuhkan nasabah kemudian 
menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. (2) 
Bai’al takjiri atau Ijarah Al Muntahiya Bi tTamlik merupakan penggabungan sewa 
dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa 
sewa (finansial lease). 
e. Prinsip jasa/fee ( al-Ajr walumullah ) 
Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. 
Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garasi, Kliring, Inkaso, 
Jasa, Transfer,dll. Secara syari’ah prinsip ini didasarkan pada konsep konsep al ajr 
wal umulah. 
D. Fungsi dan Peranan Bank di Indonesia 
1. Fungsi Bank di Indonesia 
Bank mempunyai fungsi yang amat penting yakni fungsi Intermediasi atau 
fungsi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan 
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dana, sehingga dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Tanpa 
adanya fungsi sebagai perantaran (intermediasi) yang efektif seperti bank ini, 
maka perkembangan perekonomian akan sangat terhambat. 
Menurut pendapat Wasis, mengenai fungsi Bank Umum (Bank Komersial) 
adalah penciptaan kredit, menerima titipan, melakukan pembayaran dan 
penagihan, menerima tabungan, trust service.
16
 
Pendapat Wasis ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh American 
Institute of Banking yang menyebutkan fungsi-fungsi bank-bank yaitu disebut 
sebagai : fungsi tabungan, fungsi pembayaran, fungsi pinjaman, dan fungsi uang
17
 
yang diuraikan sebagai 4 sumbangan-sumbangan dari perbankan terhadap system 
perekonomian, yaitu:  
a. Menerima dan menyelenggarakan tabungan-tabungan.  
Bank memberikan jasa-jasa yang penting dengan menerima uang tabungan 
atau surat-surat berharga (Airway Instrument) dalam bentuk apapun sampai ke tangan 
publik dan mengubahnya kedalam rekening giro yang fleksibel dan dapat dipakai 
simpanan. Fungsi setoran dari bank-bank mempunyai arti ekonomis yang penting 
karena rekening giro (Demand Deposit) merupakan bagian terbesar dari persediaan 
uang. Bank menerima berbagai macam simpanan uang seperti giro, deposito dan 
tabungan dengan berbagai alasan yang tujuannya dapat digolongkan:  
1) Uang disimpan dengan maksud untuk mengacaukan transaksi, untuk ini bank 
menempatkan simpanan uang tersebut dalam bentuk likuid, sebab sewaktu 
waktu uang dapat diambil oleh nasabah.  
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 Wasis, Perbankkan Pendekatan Manajerial (semarang: Satyawacana, 1993), h.20. 
17
American Institute Of Banking, Dasar-dasar Operasi Bank, (Rineka Cipta terjemahan  
Hasyim 1995), h.10 
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2) Uang disimpan dengan maksud untuk melakukan pembelian di waktu yang 
akan datang. Dana simpanan tersebut dapat diinvestasikan oleh Bank dalam 
asset yang memiliki risiko minimum.  
3) Simpanan yang dimasukkan oleh nasabah sebagai tabungan. Jenis dan motivasi 
simpanan tersebut mempengaruhi pengelolaan dana simpanan oleh bank. Bank 
dengan demikian akan melakukan fungsi ini sebagaimana dibutuhkan oleh 
nasabah, sehingga setiap jenis simpanan akan mendapat jaminan pengembalian 
secara pasti. 
b. Menyelenggarakan pembayaran-pembayaran uang dan penagihan. 
Perbankan melalui seluruh perangkatnya berupa cek-cek dan atau perintah 
lainnya untuk pembayaran dana-dana akibat perintah bayar. Bank-bank menawarkan 
sejumlah cara yang mudah dan effisien untuk penyelesaian transaksi-transaksi yang 
selama ini juga telah didukung peralatan yang canggih, dengan on-line system dan 
peralatan lainnya. Dengan demikian orang tidak perlu membawa uang cash kemana-
mana, melainkan cukup menulis surat perintah kepada bank untuk membayar atau 
mengirim cek. Sebaliknya apabila nasabah mempunyai tagihan, maka tagihan 
tersebut dapat diserahkan kepada bank, agar bank melakukan penagihan tersebut. 
Hutang piutang tersebut dilakukan oleh bank-bank melalui Kliring yang artinya 
adalah tatacara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat 
berharga (cek,wesel,giro bilyet, dan lain-lain) dengan maksud agar utang piutang 
tersebut terselenggara secara mudah, cepat dan aman melalui lembaga kliring yang 
diatur dan diselenggarakan oleh bank pelaksana kliring (Bank Indonesia).
18
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b. Fungsi Pinjaman  
Fungsi ekonomi penting ketiga dari bank-bank adalah menyediakan dana-
dana bagi mereka yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berguna dan produktif 
untuk uang tersebut dalam bentuk kredit. Pemberian kredit oleh Bank Umum ini 
dimungkinkan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 
yang menyatakan bahwa usaha bank umum meliputi pemberian kredit. Kredit 
menurut Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah "Penyediaan 
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan 
pihak peminjam untuk melunasi hutangnya selelah jangka waktu  tertentu dengan 
jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.  
c. Fungsi Penciptaan Uang  
Bank dapat menciptakan uang dalam bentuk uang giral dan uang kartal. Bank 
yang dapat menciptakan uang disebut bank primer. Bank primer dapat dibedakan atas 
bank sentral yang dapat menciptakan uang kartal dan uang giral dan bank umum yang 
dapat menciptakan uang giral, karena bank menerima simpanan dalam bentuk giro 
serta dengan mengeluarkan surat. 
2. Peran Perbankan di Indonesia 
Bank sangat penting dan berperan untuk mendorong pertumbuhan 
perekonomian suatu bangsa karena bank adalah : 
a. Pengumpul dana dan penyalur kredit 
b. Tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat 
c. Pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis, dan 
ekonomis 
29 
 
d. Penjamon penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan L/C 
e. Penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi 
Drs. Mohammad Hatta mengemukakan bahwa bank adalah sendi kemajuan 
masyarakat dan sekiranya tidak ada bank maka tidak akan ada kemajuan seperti 
saat ini. Negara yang tidak mempunyai banyak bank yang baik dan benar adalah 
negara yang terbelakang. Perusahaan saat ini diharuskan memanfaatkan jasa-jasa 
perbankan dalam kegiatan usahanya jika ingin maju.
19
 
Setelah mengalami keterpurukan pada krisis moneter beberapa saat yang lalu, 
bangsa Indonesia saat ini berupaya bangkit dengan lebih memprioritaskan upaya 
dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Berkaitan dengan pembangunan di 
Indonesia, Emil Salim menegaskan Hakekat pembangunan adalah pembangunan 
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, ini 
berarti bahwa pembangunan  mencakup :  
f. Kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan dan lainnya.  
g. Kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan dan rasa sehat.  
h. Kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan 
hidup berkeadilan sosial.
20
 
Lebih lanjut dijelaskan pula tantangan pembangunan dipengaruhi oleh 
empat faktor, yakni sebagai berikut :  
a. Perkembangan penduduk dan masyarakat. 
b. Perkembangan sumber alam dan lingkungan.  
c. Perkembangan teknologi dan ruang lingkup kebudayaan.  
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d. Perkembangan ruang lingkup interinasional  
Dari keempat faktor tersebut nyatalah bahwa didalam pembangunan itu  
mengandung perubahan yang amat besar, yaitu perubahan struktur ekonomi 
perubahan struktur sosial, perubahan wilayah, perubahan teknologi, perubahan 
system nilai dan kebudayaan serta perubahan konsumsi. Pendapat dari Arief 
Budiman mengenai pembangunan dikatakan “Pembangunan secara umum 
diartikan sebagai suatu usaha untuk memajukan masyarakat dan warganya. 
Kemajuan ditafsirkan sebagai kemajuan materiil, sehingga pembangunan sering 
diartikan kemajuan yang dicapai masyarakat dibidang ekonomi.”21 Sedangkan 
Bambang Sunggono, menyatakan “Pembangunan juga dapat diartikan sebagai 
transformasi social yang terjadi behubungan dilaksanakannya intensifikasi 
pertumbuhan ekonomi, khususnya proses industrialisasi.”22 
 
E. Sistem Dasar Operasional Perbankan Syariah 
1. Sistem penghimpunan dana 
Metode penghimpunan dana yang ada pada bank konvensional didasari 
teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan 
uang untuk tiga kegunaan yaitu fungsi transaksi, cadangan, dan investasi. Oleh 
karena itu, produk penghimpunan dan disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut 
yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito. 
23
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Berbeda dengan Bank Syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam 
menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Sebagai salah satu 
lemabga yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat, bank syariah harus 
memiliki sumber ddana yang optimal sebelum disalurkan kembali k masyarakat. 
Di samping itu sebagai bank syariah yang di tuntut untuk mempraktikkan kaidah 
syariat Islam, maka perlu dipahami terlebih dahulu dana masyarakat dan transaksi-
transaksinya yang tidak betentangan dengan syariat Islam. Sumbar dana yang 
dapat dihimpun dari masyarakat terdiri atas
24
 :   
a. Sumber dana 
Bank syariah harus memliki sumber dana optimal sebelum disalurkan kembali 
ke masyarakat. Sebagai bank yang harus menjalankan syariat Islam maka dana 
masyarakat dan transaksi-transaksinya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. 
Sumber dana yang dapat dihimpun dari masyarakat terdiri dari 3 jenis yaitu dana 
modal yaitu dana dari pendiri bank dan dari para pemegang saham tersebut, dana 
titipan masyarakat baik yang dikelola oleh bank dalam sistem wadi’ah maupun yang 
diinvestasikan melalui bank dalam bentuk dana investasi khusus atau investasi 
terbatas serta dana zakat, infak dan sedekah. 
b. Titipan (Al-wadiah) 
Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam penghimpunan dana 
adalah dengan mengggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan 
prinsip ini adalah Al-wadiah. Al-wadiah merupaka titipan murni yang setiap saat 
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dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis al-
wadiah, yaitu : 
1. Wadiah Yad Al-Amanah. Jenis ini mempunyai karakterikstik sebagai berikut : 
a) Harta atau benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh 
penerima titipan 
b) Penerima titipan (Bnak) hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas 
dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa mengambil 
manfaatnya 
c) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya 
kepada yang menitipkan. 
Adapun bentuk aplikasinya dalam perbnkan syariah berupa produk safe deposit box. 
2. Wadiah Yad adh-Dhamanah. Wadiah jenis ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut 
: 
a) Harta atau benda yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanaatkan oleh 
penyimpan. 
b) Apabila ada hasil dari pemanfaatan benda titipan, maka hasil tersebut menjadi hak 
dari penyimpan. Tidak ada lewajiban dari penyimpan untuk memberikan hasil 
tersebut kepada penitip sebagai pemilik benda. 
Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan. Namun, perlu ditekankan 
di sini bahwa bank tidak memperjanjikan hasil dari benda titpan yang dmanfaatkan 
tersebut kepada nasabah. Pemberian hasil hanya sebagai bonus dari kebijakan bank 
dan tidak ditentukan atau disebutkan dalam akad.
25
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c. Investasi (mudharabah) 
Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang 
mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana(shahibul maal) dan pengelola 
dana(mudarib), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan dibank 
syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan 
return dari bank. Dengan  demikian deposan bukanlah lander atau kreditor bagi bank 
seperti halnya pada bank konvensional. Mudharabbah terbagi dua yaitu : 
1) Mudharabah muthlaqah 
Prinsip ini yang utama yang menjadi cirinya ialah shahibul maal tidak  
memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikan. Mengelola tanpa 
terikat waktu, tempat dan jenis usaha.Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad 
ini adalah tebungan dan deposito berjangka. 
2) Mudharabah muqayyadah 
Pada akad ini shahibul maal Memberikan batasan atas dana yang 
diinvestasikan. Mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan 
batasan jenis usaha, tempat, dan waktu tertentu saja.  
Model ini dirasa sangat cocok pada saat krisis dimana sector perbankan 
mengalami kerugian menyeluruhnya. Dengan special investment, investor tertentu 
tidak perlu menanggung overhead bank yang terlalu besar karena seluruhnya 
dananya masuk keproyek khusus dengan return dan cost yang dihitung khusus pula. 
2. Sistem Penyaluran Dana 
Bank syariah sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan 
berbagai jenis kontrak perdagangan syariah. Penyaluran dana perbankan syariah 
dapat dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu: 
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a. Equality Financing26 
Bentuk ini terbagi dua pilihan 
1) Al-Mudharabah 
Mudharabah adalah akad kerja sama dua pihak atau lebih dimana pemilik 
modal dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Ketentuan umum 
pembiayaan mudharabah adalah jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah 
harus disesuaikan secara tunai dan hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan 
dalam akad, pada waktu yang disepakati. Mudharabah yang akan dijelaksn disini 
sama dengan mudharabah yanag telah dijelaskan sebelumnya dalam penghimpun 
dana bank (deposit nasabah), namun ada yang membedakannya. Al-Mudharabah 
pada pelaksanaan deposit nasabah, maka nasabah sebagai penyandang dana 
bertindak sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib(pengelola dana). 
Sedangkan pada skim pembiayaan, bank bertindak sebagai shahibul maal dan 
pengelola usaha bertindak sebagai mudharib. Fasilitas ini dapat diberikan untuk 
jangka waktu tertent, seangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah 
yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembaliakn jumalh daa tersebut 
berserta posri bagi hasil yang menjadi bagian bank. 
Dalam pelaksanaa kontrak al-mudharabah, bank tidak dibenarkan 
meletakkan jaminan kepada nasabah, karena ia bukan bersifat utang, ia bersifat 
kerja sama dengan modal kepercayaan antara bank dengan nasabah. Dengan kata 
lain masing-masing pihak mempunai bagian atas hasil usaha bersama tersebut dan 
juga beban resikonya.
27
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2) Al-Musyarakah 
Al-Musyarakah adalah akad dua orang atau lebih dengan menyetorkan 
modal dengan keuntungan dibagi sesama mereka menurut porsi yang disepakati. 
musyawarah lebih dikenal dengan sebutan syarikat merupakan gabungan 
pemegang saham untuk membiayai suatu proyek, keuntungan dan proyek tersebut 
dibagi menuerut presentase yang disetujui.
28
 Musyarakah lrbih dikenal dengan 
sebutan syarikat merupakan gabungan pemegang saham untuk membiayai suatu 
priyek, keuntungan dan proyek tersebut dibagi menurut persentase yang disetujui, 
dan seandainya proyek tersebut mengalami kerugian, maka beban kerugian 
tersebut ditanggung bersama oleh pemegang saham secara proporsional. 
Bank syariah dalam aplikasinya hanya menggunakan instrumen syarikat al-
man, karena jenis syarikat inilah yang lebih sesuai dengan keadaan perdagangan 
saat ini. Produk-produk yang dikeluarkan melalui syarikat biasanya beraneka 
ragam, di antaranya modal ventura, di mana bank ikut memberi modal terhadap 
suatu perusahaan dan dalam jangka waktu tertentu akan melepas kembali saham 
perusahaan tersebut kepada rekan kongsi dan kemungkinan juga tetap bermitra 
untuk jangka panjang. Di indonesia, sudah ada banyajk bank syariah yang 
melakukan produk seperti ini, dan jenis usaha yang dibiayai antara lain 
perdagangan, industri, usaha aras dasar kontrak dan lain sebagianya. Dalam kontrk 
al-musyarakah, bank juga tidak boleh membertakan nasabah dengan persyaratan 
agunan dan kolateral, karena kontrak ini berbentuk kerja sama bukan utang-
piutang. Kesalahan pada pembebanan jaminan menyebabkan kontrak menjadi 
fasad. 
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b. Debt Financing 
Debt financing adalah dalam teori meliputi objek-objek berupa pertukaran 
antara barang dengan barang, barang dengan uang, uang dengan barang, dan uang 
dengan uang. Namun dalam operasional perbankan syariah hanya digunakan dua 
objek lainnya, yaitu pertukaran antara barang dengan barang dan uang dengan uang. 
 
F. Sistem Bagi Hasil 
1. Pengertian Bagi Hasil 
Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan 
profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.Secara 
definisi profit sharing diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai 
dari suatu Perusahaan"
29
. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem 
pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara 
pemilik modal (shahibul maa/) dan pengelola (Mudharib.
30
. Dengan demikian dari 
kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bagi hasil adalah suatu 
sistem pengelolaan dana dalam pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank 
dan penyimpan dana. 
2. Sistem Bagi Hasil (profit Sharing) 
Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan 
landasan dasar operasional bank syari'ah secara keseluruhan secara prinsip dalam 
perbankan syari'ah yang paling banyak dipakai adalah akad utama a/- musyarakah 
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dan al-mudharabah, sedangkan al-muzaro'ah dan al-musakoh di pergunakan 
khusus untuk plantation financing atau pembiayaan oleh beberapa bank Islam. 
Produk bank yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah : 
a. Al-Musyarakah  
Menurut Antoni , al musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak 
atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-mating pihak memberikan 
kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan 
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
31
 Manan mengatakan, 
musyarakah adalah hubungan kemitraan antara bank dengan konsumen untuk 
suatu masa terbatas pada suatu proyek baik bank maupun konsumen memasukkan 
modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu laba yang 
ditetapkan sebelumnya, Lebih lanjut Manan mengatakan bahwa sistem ini juga 
didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang 
menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak 
pada bank kepada mitra usaha untuk membayar kembali saham bank secara 
sekaligus ataupun secara berangsurangsur dari sebagian pendapatan bersih 
operasinya.
32
 Menurut Muhammad , musyarakah adalah suatu perkongsian antara 
dua pihak atau lebih dalam suatu obyek dimana masing-masing pihak berhak ( atas 
segala keuntungan dan tanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai 
dengan penyertaan masing-masing.
33
 Sudarsono, musyarakah adalah kerjasama 
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antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing 
pihak atau memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan 
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
34
  Keempat pendapat tersebut 
mendefinisikan musyarakah sama, sehingga dapat diambil kesimpulan 
musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha 
tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 
kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai 
dengan kesepakatan, kesepakatan yang ditentukan di awal perjanjian. pembiayaan 
musyarakah yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik 
dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh 
lembaga keuangan syari’ah (LKS). Cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-
prinsip syari’ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang 
musyarakah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. Sesuai dengan fatwa DSN NO: 
08/DSN-MUI/IV/2000. 
b.  Pembiayaan Proyek  
Al-mudharabah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana 
konsumen dan bank menyediakan untuk pembiayaan proyek tersebut. Setelah proyek 
itu selesai, konsumen memgembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah 
disepakati oleh bank. Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana 
lembaga keuangan syari’ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada 
pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua 
pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh 
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modal, sedang pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, 
dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan 
dalam kontrak. Cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari’ah Islam, DSN 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang mudharabah untuk dijadikan pedoman 
oleh LKS. Maka dari itu DSN mengeluarkan fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000. 
c.  Al-Muzara’ah 
Menurut Antonio Al-Muzara’ah adalah kerjasama pengelola pertanian antara 
pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan mcmberikan lahan pertanian 
kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu 
(prosentase) dari hasil panen. Dalam konteks lembaga keuangan Islam dapat 
memberikan pembiayaan bagi konsumen yang bergerak dalam bidang plantation atau 
pertanian atas dasar prinsip bagi hasil dari panen.
35
 
d. Al- Musaqah 
Menurut Antonio, a!-musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari 
muzaro’ah dimana si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan 
pemeliharaan sabagian imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tersebut dari hasil 
panen. 
36
 
Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum 
prinsip-prinsip bagi hasil yang digunakan dalam perbankan adalah mudharabah 
dan musyarakah. Mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih 
dimana salah satu pihak menyediakan dana seluruhnya dan pihak lain menjadi 
pengelola dan apabila terjadi kerugian di tanggung oleh pihak yang mempunyai 
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modal selama kerugian bukan kelalaian atau disengaja oleh pengelola, 
Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha 
tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 
kesepakatan. Keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan 
kesepakatan ditentukan di awal. 
3. Nisbah 
Nisbah keuntungan adalah salah satu rukun yang khas dalam akad 
mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan 
imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. 
Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul al-mal 
mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang 
akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara 
pembagian keuntungan, adapun nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk 
prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal 
tertentu.
37
 Penentuan besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan 
masingmasing pihak yang berkontrak, tetapi dalam prakteknya di perbankan 
modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau 
deposan) dengan bank syari'ah hanya terjadi bagi deposan / investor dengan 
jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi 
seperti ini sebagai spesial nisbah, sedangkan untuk nasabah deposan kecil tawar-
menawar tidak terjadi. Bank syari'ah akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, 
deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan 
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 Adiwarman Karim, 2004, Bank Islam Analisis Fiqg dan Keuangan edisi II, ( Jakarta 
PT.RajaGrafindo Persada, 2004), Hal.194. 
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menabung, sebaliknya bila tidak setuju dipersilahkan mencari bank syari'ah lain 
yang menawarkan nisbah lebih menarik.
38
 
G. Perbedaan Bagi Hasil Dengan Bunga 
Bank Syariah berdasarkan prinsip bagi untung dan bagi rugi, bank syariah 
tidak membebankan bunga melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang 
didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai 
dengan rasio bank yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada 
kemitraan bank syariah dengan para deposan disatu pihak dan antara bank dengna 
para nasabah investasi sebagai pengelolah sumber dana para deposan dalam berbagai 
usaha dibidang produktif lain. 
Berbeda dengan sistem bank konvensional yang meminjam dana dengan 
membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberi pinjaman dana dengan menarik 
bunga pada sisi lain. Bunga bagi bank bisa menjadi biaya yang harus dibayarkan 
kepada penabung, tetapi di lain pihak, bunga dapat juga merupakan pendapatan bank 
yang diterima dari debitor karena kredit yang diberikannya. Definisi bunga ialah 
balas jasa atas pinjaman uang atau barang yang dibayar oleh debitor kepada 
kreditor.
39
 
Perbankan syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, 
pembayaran dan penarikan uang dilarang dalam bentuk semua transaksi. Islam 
melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga (riba), sebagaimana Allah 
berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2:  257 
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Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqg dan Keuangan edisi II, Hal.197.  
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                         
                       
             
Terjemahnya : 
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan 
mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan 
jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka 
baginya apa yang telah diambilnya dahulu (Sebelum datangnya larangan) dan 
urusannya terserah kepada Allah. Orang  yang mengulangi (mengambil riba), 
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.40 
Pembayaran dan penarikan bunga yang sebagaimana telah terjadi di bank 
konvensional secara terang-terangan dilarang oleh Al-Quran. Perbedaan yang 
mendasar antara sistem keuangan konvensional dengan Syari'ah terletak pada 
mekanisme memperoleh pendapatan, yakni bunga dan bagi hasil. (Slamet Margono : 
75)  Bank Syariah lebih mengutamakan produk dengan akad jual beli, padahal 
sebenarnya bank syariah memiliki produk unggulan yang merupakan produk khas 
dari bank syariah. Produk tersebut adalah Musyarakah dan Mudharabah. Perlu 
diuraikan dalam tulisan ini beberapa hal yang berkaitan dengan produk Musyarakah 
dan Mudharabah antara lain sebagai berikut : 
1. Musyarakah dan Mudharabah adalah suatu macam syarikat 
2. Musyarakah dan Mudharabah orang yang menerimanya tidak berkewajiban 
untuk menjamin kerugian atau kehilangan dari harta modal bila tidak ada unsur 
kesengajaan dan keteledoran karena ia menjadi orang yang dipercaya. 
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Departemen Agama RI, Terjemahan Al-quran Al-Karim dalam Bahasa Indonesia, 
(Madinah: Komplek Percetakan Al-Quran raja Fahad), h. 69  
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3. Musyarakah dan Mudharabah, orang yang menyerahkannya (pemilik modal 
harta tersebut) berhak mendapatkan bagiannyandalam keuntungan yang 
dihasilkan.
41
 Dalam hukum Islam lama (fiqh), bagi-hasil terdapat dalam 
mudharabah dan musyarakah. Kedua bentuk perjanjian keuangan itu dianggap 
dapat menggantikan riba, yang mengambil bentuk "bunga" 
42
. Antara bunga dan 
bagi hasil, keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana. 
Tabel 1.1 
Tabel perbedaan antara bunga dan bagi hasil 
 BUNGA BAGI HASIL 
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu 
akad dengan asumsi harus selalu 
untung 
Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi 
hasil dibuat pada waktu akad dengan 
berpedoman pada kemungkinan untung 
rugi 
b. Besarnya persentase berdasarkan 
besar nya jumlah uang (modal) 
yang dipinjamkan 
Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan 
pada jumlah keuntungan yang 
diperoleh. 
c. Pembayaran bunga tetap seperti 
yang dijanjikan tanpa pertimbangan 
Bagi hasil bergantung pada keuntungan 
proyek yang dijalankan. Bila usaha 
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 Slamet Margono, Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Tinjauan Umum 
Pada BTN Syariah Cabang Semarang), Tesis, (semarang: Program magister ilmu hukum, Universita 
Diponegoro, 2008), 75. 
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 Abdullah Saeed. Bank dan Bunga Penerjemah M.Ufuqul Mubin, Nurul Huda dan Ahmad 
Sahidah (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), h. 26. 
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apakah proyek yang dijalankan oleh 
pihak nasabah untung atau rugi 
merugi, kerugian akan ditanggung 
bersama oleh kedua belah pihak. 
d. Jumlah pembayaran bunga tidak 
meningkat sekalipun jumlah 
keuntugan berlipat atau keadaan 
ekonomi sedang “booming”. 
Jumlah pembagian laba meningkat 
sesuai peningkatan jumlah pendapatan. 
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau 
tidak dikecam) oleh semua agama, 
termasuk Islam. 
Tidak ada yang meragukan keabsahan 
bagi hasil 
 
Menurut Agustianto terdapat tujuh perbedaan penting antara bunga dan 
bagi hasil, yaitu:  
1. Penentuan bunga ditetapkan sejak awal, tanpa berpedoman pada untung rugi, 
sehingga besarnya bunga yang harus dibayar sudah diketahui sejak awal. 
Sedangkan pada sistem bagi hasil, penentuan jumlah besarnya tidak ditetapkan 
sejak awal, karena pengembalian bagi hasil didasarkan kepada untung rugi 
dengan pola nisbah (rasio) bagi hasil. Maka jumlah bagi hasil baru diketahui 
setelah berusaha atau sesudah ada untungnya.  
2. Besarnya persentase bunga dan besarnya nilai rupiah ditentukan sebelumnya 
berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan. Misalnya, 24% dari besar 
pinjaman. Sedangkan dalam bagi hasil, besarnya bagi hasil tidak didasarkan 
pada jumlah pinjaman (pembiayaan), tetapi berdasarkan keuntungan yang 
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paralel, misalnya, 40:60 (40% keuntungan untuk bank dan 60% untuk deposan) 
atau 35:65 (35% untuk bank dan 65% untuk deposan) dan seterusnya.  
3. Dalam sistem bunga, jika terjadi kerugian, maka kerugian itu hanya ditanggung 
si peminjam (debitur) saja berdasarkan pembayaran bunga tetap seperti yang 
dijanjikan, sedangkan pada sistem bagi hasil, jika terjadi kerugian, maka hal itu 
ditanggung bersama oleh pemilik modal dan peminjam.  
4. Pada sistem bunga, jumlah pembayaran bunga kepada nasabah penabung atau 
deposan tidak meningkat, sekalipun keuntungan bank meningkat, karena 
persentase bunga ditetapkan secara pasti tanpa didasarkan pada untung dan 
rugi. Sedangkan dalam sitem bagi hasil, jumlah pembagian laba yang diterima 
deposan akan meningkat, sesuai dengan peningkatan jumlah keuntungan bank.  
5. Pada sistem bunga, besarnya bunga yang harus dibayar peminjam pasti diterima 
bank, sedangkan dalam sistem bagi hasil, besarnya tidak pasti, tergantung pada 
keuntungan perusahaan yang dikelola peminjam, sebab keberhasilan usahalah 
yang menjadi perhatian bersama pemilik modal (bank) dan peminjam.  
6. Sistem bunga dilarang oleh semua agama samawi. Sedangkan sistem bagi hasil 
tidak ada agama yang mengancamnya.  
7. Dalam sistem bunga, pihak bank memastikan penghasilan debitur di masa yang 
akan datang dan karena itu ia menetapkan sejak awal jumlah bunga yang harus 
dibayarkan kepada bank. Sedangkan dalam sistem bagi hasil tidak ada 
kepastian tersebut, karena yang bisa memastikan penghasilan di masa depan 
hanyalah Allah. Karena itu, bunga bertentangan dengan surah Luqman/31:34 
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                              
                            
Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari 
kiamat; dan dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada 
dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui apa yang akan 
diusahannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana 
dia akan mati, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 
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Sedangkan bagi hasil merupakan penerapan surah Luqman ayat 34 tersebut.
44
  
Sudarsono menambahkan bahwa kecenderungan masyarakat menggunakan 
sistem bunga (interest ataupun usury) lebih bertujuan untuk mengoptimalkan 
pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak 
sosial yang ditimbulkannya. Berbeda dengan sistem bagi hasil (profit sharing), 
sistem ini berorientasi pemenuhan kemashlahatan hidup umat manusia.
45
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah jenis penelitian hukum 
normative empiris yaitu secara normative dengan mengkaji konsep bank syariah. 
Kemudian secara empiris mengkaji kenyataan yang terjadi dimasyarakat yang 
digunakau ntuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik serta kenyataan 
yang terjadi dimasyarakat. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih penulis di Bank BNI Syariah cabang 
Makassar. 
B. Metode Pendekatan Penelitian 
PendekatanYuridis yaitu suatu cara/metode yang digunakan berdasarkan 
peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah yang 
diteliti. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 di 
jelaskan tentang pengertian Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 
tentang tumbuh dan kembangnya perbankan syariah dan pasal 6 peraturan 
pemerintah nomor 7 tahun 1992 tentang konsep Bank Syariah. Pendekatan 
Sosiologis yaitu pendekatan terhadap gejala sosial yang timbul dalam masyarakat. 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. 
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2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, 
majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara yaitu: 
1. Wawancara yaitu Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 
langsung
1
 bertanya langsung kepada beberapa pihak yang berkompeten atau 
responden yang berkompeten untuk memberikan informasi. 
2. Observasi yaitu pengamatandan pencatatan yang sistematis terhadap gejala 
yang diteliti
2
 
3. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melaluidokumen-
dokumen.
3
 
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data  
 Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu: 
1. Reduksi Data ialah proses mengubah data kedalam pola, fokus, kategori, atau 
pokok permasalahan tertentu. 
2. Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam 
bentuk yang di inginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis. 
3. Pengambilan Kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi dan 
disajikan . 
                                                          
1
HusainiUsmandkk, MetodePenelitianSosial, (Cet v, Jakarta: PT BumiAksara, 2004), h.58 
2
HusainiUsmandkk, MetodePenelitianSosial, h.54 
3
HusainiUsmandkk, MetodePenelitianSosial, h.73 
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Adapun analisis data yang digunakan yakni analisis kulitatif yaitu teknik 
pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka 
mendeskripsikan/membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual 
dan teoretik. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Tentang Bank BNI Syariah 
1. Sejarah Bank BNI Syariah 
Bank BNI Syariah Sejak berdiri pada tahun 1946, Bank Negara 
Indonesia(BNI), merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh 
Pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat 
pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI 
atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, 
hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut 
diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang 
jatuh pada tanggal 15Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional. Menyusul 
penunjuk De Javsche Bank yang merupakan warisan dari pemerintah Belanda 
sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, pemerintah membatasi peranan Bank 
Negara Indonesia sebagai Bank Sirkulasi atau Bank Sentral. Bank Negara 
Indonesia lalu ditetapkan sebagai Bank Pembangunan, dan kemudian diberikan 
hak untuk bertindak sebagai Bank Devisa, dengan akses langsung untuk transaksi 
luar negeri. Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank 
Negara Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah. Perubahan ini 
melandasi pelayanan yang lebih baik dan tuas bagi sektor usaha nasional. Sejalan 
dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas 
perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 
1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai 
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“BNI 46”. Kemudian karena ingin menggunakan nama panggilan yang lebih 
mudah diingat maka dirubah menjadi “Bank BNI” bersamaan dengan perubahan 
identitas perusahaan tahun 1988. Tahun 1992, status hukum dan nama BNI 
berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk 
menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana dipasar 
modal pada tahun 1996 dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) ,kini berubah 
menjadi PT Bank Negara Indonesia, Tbk. Kemampuan BNI untuk beradaptasi 
terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial budaya serta teknologi 
dicerminkan melalui penyempurnaan identitas perusahaan yang berkelanjutan dari 
masa kemasa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap 
perbaikan kualitas kinerja secara terus-menerus. Pada tahun 2004, identitas 
perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan untuk menggambarkan prospek 
masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan mengarungi masa-masa yang 
sulit. Sebutan „Bank BNI‟ dipersingkat menjadi „BNI‟, sedangkan tahun pendirian 
yaitu “46” digunakan dalam logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan 
sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Berangkat dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, 
BNI bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi negeri, serta 
senantiasa menjadi kebanggaan negara. Selain adanya demand dari masyarakat 
terhadap perbankan syariah, untuk mewujudkan visinya (yg lama) menjadi 
“universal banking”, BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip 
syariah dengan konsep dual system banking, yakni menyediakan layanan 
perbankan umum dan syariah sekaligus. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 
1998 yang memungkinkan bank - bank umum untuk membuka layanan syariah. Di 
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awali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di Tahun 1999, Bank Indonesia 
kemudian mengeluarkan ijin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha 
syariah BNI. Setelah itu BNI Syariah menerapkan strategi pengembangan jaringan 
cabang, syariah sebagai berikut : 
Tepatnya pada tanggal 29 April 2000 BNI Syariah membuka 5 kantor 
cabang syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni : Yogyakarta , Malang , 
Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Tahun 2001 BNI Syariah kembali membuka 
5 kantor cabang syariah, yang difokuskan di kota-kota besar di Indonesia , yakni : 
Jakarta (dua cabang), Bandung , Makassar dan Padang. Seiring dengan 
perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan 
perbankan syariah, Tahun 2002 lalu BNI Syariah membuka dua kantor cabang 
syariah baru di Medan dan Palembang . Di awal tahun 2003, dengan pertimbangan 
load bisnis yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat, BNI Syariah melakukan relokasi kantor cabang syariah di 
Jepara ke Semarang. Sedangkan untuk melayani masyarakat Kota Jepara, BNI 
Syariah membuka Kantor Cabang Pembantu Syariah Jepara. 
Pada bulan Agustus dan September 2004, BNI Syariah membuka layanan 
BNI Syariah Prima di Jakarta dan Surabaya . Layanan ini diperuntukan untuk 
individu yang membutuhkan layanan perbankan yang lebih personal dalam 
suasana yang nyaman. 
Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 
31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati 
layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan 
lebih kurang 750 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam 
53 
 
  
 
pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan 
terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini 
diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui 
pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah. Berdasarkan Surat 
Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 
2010, maka telah diperoleh izin usaha bank umum syariah (BUS) PT Bank BNI 
Syariah atau BNI Syariah. Dengan izin usaha ini, maka pada hari ini (18/6), 
manajemen BNI melakukan soft launching operasional PT Bank BNI Syariah 
sebagai entitas independen hasil pemisahan (spin off) Unit Usaha Syariah (UUS) 
dari BNI dan efektif per tanggal 19 Juni 2010.  
Spin off dilakukan sebagai langkah strategis BNI dalam merespon 
perkembangan faktor-faktor eksternal, yaitu situasi ekonomi, kebutuhan pasar, dan 
regulasi, serta faktor internal, antara lain corporate plan, kesiapan organisasi, dan 
customer base. Demikian disampaikan Gatot M Suwondo, Direktur Utama BNI, 
pada kesempatan soft launching PT Bank BNI Syariah, bersama Mulya E Siregar, 
Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, dan segenap Komisaris 
dan Direksi PT Bank BNI Syariah. Melalui spin off ini, manajemen BNI Syariah 
akan lebih fokus dalam mengelola bisnis, independen, fleksibel serta responsif 
dalam memenuhi kebutuhan nasabah sehingga Bank BNI Syariah dapat menjadi 
bank syariah pilihan atau bank of choice. 
BNI Syariah merupakan anak perusahaan BNI dengan komposisi 
kepemilikan saham 99,99% dimiliki oleh BNI dan sisanya dimiliki oleh PT BNI 
Life. Hingga akhir Mei 2010, Unit Usaha Syariah BNI memiliki aset sebesar Rp 
5,2 triliun, total dana masyarakat sebesar Rp 4,2 triliun, total pembiayaan Rp 3,2 
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triliun, modal sebesar Rp 1 triliun, dengan customer based lebih dari 420 ribu 
nasabah. Strategi jangka menengah-panjang setelah spin off, BNI akan menjajaki 
kemungkinan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik institusi di 
dalam maupun di luar negeri dalam mengembangkan PT Bank BNI Syariah, 
termasuk mengundang investor strategis guna memperkuat permodalan, keahlian, 
dan jaringan global. ” BNI Syariah akan menjadi elemen penting dalam bisnis BNI 
secara holding melalui konsep BNI Incorporated. Sementara itu, nasabah tetap 
dapat menikmati layanan yang ada selama ini, seperti layanan e-channel BNI (BNI 
ATM, BNI SMS Banking, BNI Internet Banking), tarik setor di seluruh kantor 
BNI, serta masih dapat melakukan pembukaan rekening BNI Syariah di lebih dari 
750 kantor cabang BNI yang telah menjadi Syariah Channeling Outlet (SCO). 
Demikian juga dengan fitur produk tidak mengalami perubahan, bahkan ke depan 
akan lebih bervariasi.
1
 
2. Jenis Bank BNI Syariah 
Bank BNI Syariah sebagai Bank Devisa dan Peserta Lelang Sukuk Negara 
secara berkesinambungan melakukan pengembangan bisnis Tresuri dan 
Internasional baik infrastruktur maupun sumber daya manusia. Pengelolaan bisnis 
tresuri dalam rangka yield enhancement dilaksanakan secara prudentdan 
dimaksudkan untuk optimalisasi ekses likuiditas dan mendukung aktivitas bank 
sehari-hari dengan instrument Fasilitas Bank Indonesia Syariah (Fasbis) dan 
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Selanjutnya Bank BNI Syariah berusaha 
turut mengaktifkan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dengan Sertifikat 
                                                          
1
Betara indra gunawan, sejarah berdirinya bank Negara Indonesia Syariah, 
http://kktara.blogspot.com/2015/03/sejarah-berdirinya-bank-negara -indonesia syariah.html, di akses 
pada tanggal 3 juni 2017 (16.43) 
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Investasi Mudharobah Antar Bank (SIMA) dan akan bertransaksi melalui 
Sertifikat Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIKA) 
serta aktif melakukan transaksi sukuk baik melalui lelang yang dilakukan oleh 
Pemerintah (sebagai salah satu bank syariah peserta lelang) maupun di pasar 
sekunder. Pengembangan transaksi internasional baik remittance maupun trade 
financedilakukan melalui kerjasama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 
Tbk.  Dan Remittance Service Provider (RSP) di kantung-kantung Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) di Hongkong, Singapore, Malaysia dan Timur Tengah. Sementara 
untuk trade finance, di samping melakukan transaksi sebagaimana lazimnya 
dalamtrade finance(LC import dan LC export, Standby LC,SKBDN dll.) dengan 
akad syariah, BNI Syariah juga menawarkan produk trade finance Wakalah bil 
ujrohdan Kafalah bil ujrohyang merupakan hasil pengembangan produk trade 
financedengan akad syariah. 
3. Visi dan Misi Bank BNI Syariah  
VISI 
Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan 
kinerja sesuai dengan kaidah sehingga Insya Allah membawa berkah. 
MISI 
a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada 
kelestarian lingkungan. 
b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan 
syariah. 
c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 
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d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya 
dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 
e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. 
2
 
Rencana Strategi Bank BNI Syariah Upaya untuk mewujudkan visi dan misi 
perusahaan terus menerus dilakukan BNI Syariah dengan memerhatikan setiap 
peraturan dan kebijakan yang berlaku. Namun, sebagai bagian takterpisahkan dari 
pengembangan bisnis perusahaan,BNI Syariahakan terus menyempurnakan 
pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan. Rencana dan strategi kegiatan CSR di tahun 
2013 masih akan tetap difokuskan pada bidang pendidikan namun akan disertai 
dengan optimalisasi penyelenggaraan atau distribusi manfaat di bidang lainnya seperti 
kesehatan, pemberdayaan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan bencana alam.BNI 
Syariahakan mengembangkan pendekatan CSR yang berbasiskan pada konseptriple 
bottom lineyaitu, people, profit, dan planet. Dengan demikian, penerapan strategi 
CSR akan mengarah pada pemanfaatan profit perusahaan untuk mendatangkan 
kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan tempat BNI Syariah berkegiatan secara 
berkesinambungan. 
4. Sistem Operasional Bank BNI Syariah.  
Dengan menggunakan pola Dual System Bank, BNI Syariah saat ini 
mendapat dukungan dari sitem informasi teknologi yang modern. Selain itu, BNI 
Syariah didukung dengan jaringan transaksi perbankan yang sangat luas di seluruh 
Indonesia dengan memanfaatkan jaringan kantor cabang BNI.  
                                                          
2
Fitroh hadi purnomo, visi dan misi BNI Syariah, https://fitrohhadipurnomo. 
wordpress.com/2012/0/22/visi-dan-misi-bni-syariah.com, di akses pada tanggal 3  juni 2017  (17:10)  
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Pada pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap 
memperhatikan kepatuhan terhadap aspek – aspek perbankan berbasis syariah. Hal 
ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan dari MUI pada 2004 sebagai 
Perbankan Syariah Terbaik. 
a. Syariah Chanelling Outlet 
Dengan didukung teknologi modern, BNI syariah bersatu dengan cabang – 
cabang BNI konvensional untuk memberikan pelayanan jasa perbankan berbasis 
syariah. Cabang – cabang BNI yang melayani jasa perbankan syariah tersebut 
dinamakan Syariah Channeling Outlet (SCO). 
Sekarang ini, seluruh kantor cabang BNI di jabodetabek telah dilengkapi dengan 
layanan jasa perbankan berbasis syariah. Oleh karena itu, masyarakat yang 
menginginkan melakukan investasi mudharabah melalui deposito syariah, tabungan 
syariah, atau menyimpan dana melalui giro sayariah dan tabungan titipan (wadiah). 
Bahkan, jika masyarakat mengiginkan persiapan dana haji melalui tabungan iB Haji 
dan tabungan perencanaan iB Tapenas, calon nasabah dapat mengunjungi kantor 
cabang BNI terdekat. 
Secara nasional, kantor cabang BNI yang sudah dapat melayani jasa perbankan 
syariah berjumlah lebih dari 600. Dari waktu ke waktu, jumlah kantor cabang BNI 
Syariah terus tumbuh sesuai misi untuk memaksimalkan layanan dan kinerja berbasis 
syariah sehingga menjadi bank syariah kebanggaan anak negeri. 
b. Produk Inovatif Sesuai Syariah 
BNI Syariah menerapkan sistem operasional yang berdasarkan pada prinsip – 
prinsip syariah. Misalnya, jual beli dan bagi hasil, serta memiliki varian produk dan 
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jasa perbankan yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan nasabah. BNI Syariah 
menyadari bahwa masyarakat yang menginginkan layanan perbankan berbasis 
syariah tidak terbatas pada masyarakat muslim. Akan tetapi jsa perbankan berbasis 
syariah ini dibutuhkan oleh berbagai golongan masyarakat yang menginginkan 
pelayanan dan fasilitas perbankan yang nyaman, adil, dan modern. 
Oleh karena itu, BNI Syariah senantiasa melakukan peningkatan kualitas 
produk, baik produk dana maupun pembiayaan serta terus menerus melakukan 
penyempurnaan dan inovasi pada fitur – fitur yang ditawarkan. 
5. Produk Bank BNI Syariah 
Produk dana : 
a. Tabungan  
Tabungan merupakan simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana 
berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan 
tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau 
alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
3
 Produk tabungan yang ditawarkan oleh 
Bank Negara Indonesia Syariah terdiri atas tabungan iB baitullah hasanah, tabungan 
iB hasanah prima, tabungan iB tunas hasanah, tabungan iB bisnis hasanah, tabungan 
iB hasanah, tabungan iB tapenas hasanah, dan tabunganku iB.  
b. Giro  
Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat 
                                                          
3
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 21    
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dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau 
dengan perintah pemindah bukuan.
4
 Produk giro yang ditawarkan oleh Bank Negara 
Indonesia Syariah adalah giro iB hasanah.  
c. Deposito  
Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain 
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat 
dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank 
syariah dan/atau unit usaha syariah.
5
 Produk deposito yang ditawarkan oleh Bank 
Negara Indonesia Syariah adalah deposito iB hasanah. 
Produk pembiayaan 
a. Pembiayaan 
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan 
itu
6
 berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi 
sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau ijarah muntahiyah bit tamlik, 
transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang murabahah, salam dan istsna, transaksi 
pinjam meminjam dalam bentuk qard dan transaksi sewa menyewa dalam bentuk 
ijarah. 
Produk jasa 
a. Kiriman uang berdasarkan prinsip  wakalah 
                                                          
4
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 23    
5
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 22    
6
 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 25 
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b. Garansi bank berdasarkan prinsip kafalah 
c. Inkaso berdasarkan prinsip wakaalh 
B. Sistem Bagi Hasil menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan 
1. Sistem Bagi Hasil Menurut Hukum Islam 
Allah sudah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di 
dalamnya permasalhan ekonomi, baik skala mikro maupun skala makro. Allah 
juga mengatur seluruh permasalham yang berhubungan dengan pengembangan 
usaha bisnis, investassi dan pembagian keuntungan, sehingga umat ini bisa 
menjalankan usahanya tanpa harus berkecimpung dalam riba dan dosa. 
Para ulama telah sepakat sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasar 
hukum dari sistem jual beli ini adalah Ijma ulama yang membolehkannya seperti 
dinuklilkan Ibnu Mundzir, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan lainnya. Ibnu Hazm 
mengatakan “semua bab dalam fiqih selalu memiliki dasar dalam Al-Quran dan 
Sunnah” Ibnu Hazm mengakui persetujuan Nabi Shallallahu‟alaihi wa sallam 
setelah mengetahui sistem muamalah ini dan pesetujuan Nabi Shallallahu alaihi 
wassalam termasuk satu jenis sunnah. 
Maka dari itu Allah menyebutkan dalam Al-quran surah Al-Maidah: 5/1 : 
                           
                      
Terjemahnya: 
 “ Hai orangorang yang beriman, penuhilah aqad aqad itu. Dihalalkan bagimu 
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
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Sesungguhnya Allah menetapkan hukumhukum menurut yang di 
kehendakinya”.7 
Dan juga terdapat dalam Hadist Ibnu Majah no.2280 
 ٍُ ْب ُرَْص  َبَُث َّذَح ُرا ََّزبْنا ٍتِبَبث ٍُ ْب ُرِْثب َبَُث َّذَح ُل َّلاَخْنا َِّيهَع ٍُ ْب ٍُ َسَحْنا َبَُث ّذَح
 ٍْ َع َدُواَد ٍِ ْب ٍِ ًِ ْح َّرنا ِذْبَع ٍْ َع ِىِس َبقْنا  ُتَك ََربْنا ًٍ ِهِْيف ٌث َلاَث َىَّهَسَو ِّ َْيهَع ُ َّاللَّ ًَّهَص
 ِعَْيبِْهن َلَ ِتَْيبِْهن ِرْيِع َّشن ِبب َُّربْنا ُط َلاْخ أَو ُةَض َر َبق ًُ ْناَو ٍمَجأ ًِنإ ُعَْيببت 
Artinya: 
 “ Ada tiga macam (bentuk usaha) yang di dalamnya terdapat barakah; 
muqaradhah/mudharabah, jual-beli secara tangguh, mencampur gandum 
dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual”. (HR. Ibnu Majah 
no.2280) 
 
Pembagian keuntungan investasi menurut syariat Islam antara pemodal dan 
pengelola, sebagai umat muslim mengenal pembagian menurut syariat Islam 
dengan azas Al-Mudharabah yang artinya bagi hasil. Dimana pembagian hasil 
tersebut mengacu pada prinsip saling menguntungkan, jadi tidak ada niat untuk 
saling mendalimi antara investor dengan pengelola. 
Disebut sebagai mudharabah karena diambil dari kata dharab dimuka 
bumi, yang artinya, melakukan perjalanan uang umumya untuk berniaga dan 
berperang. Allah berfirman pada sruha Al-Muzzammil/73:20 : 
                         
                               
                        
                           
                                                          
7
Departemen Agama RI, Terjemahan Al-quran Al-Karim dalam Bahasa Indonesia, (Madinah: 
Komplek Percetakan Al-Quran raja Fahad), h. 990 
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                              
                      
Terjemahnya: 
“(dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu) oarng-orang yang berjalan di 
muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi 
yang berperang di jalan Allah”8 
 
Didalam fiqh bagi hasil disebut Al-Mudharabah, hal ini di perbolehkan dan 
disyaratkan. Di antara dalilnya adalah sebuah atsar dari hakim bin Hizam 
radhiallahu „anhu: 
 ِىْيِكَح ٍْ َع َُعف ْذَي ٌَ  بَك ُ ََّّأ ٍواَزِح ٍْ ِب  َلَ ٌْ أ ِّ َْيهَع ُط َِرتَْشيَو ِمُج َّرنا ًَنإ ًةَض َر َبقُي َل ب ًَ ْنا
 ََقف َِكنَر ٍْ ِي ًبئْيَش َمََعف ٌْ  َإف ٍرَْحب ًِف َُّه ًِ َْحي َلََو ًبَا ََىيَح ِّ ِب ُعبَتَْبي َلَ َو ٍداَو ٍَ َْط  ِّ ِب َّر ًُ َي ْذ
ا َِكنَر ٍَ ًِ َض ُِ َرْيأ يَّذََعت اَرَإف َل َبق َلب ًَ ْن َكِنَر َمََعف ٍْ َي َُُّ ًَّ َض  
Artinya : 
“diriwayatkan dari Hakim bin Hazim, dulu beliau menyerahkan harta untuk di 
usahakan sampai ajal tertentu. Beliau memberi syarat pada usahanya agar 
jangan melewati dasar wadi (sungai kering), janganlh membeli hewan dan 
jangan dibawa di atas lait. Apabila pengusahhanya melakukan satu dri ketiga 
hal tersebut, maka pengusaha tersebut wajib menjamin harta tersebut. Apabila 
pengusahanya menyerahkankepada oranglain, maka dia menjamin orang yang 
mengerjakannya”9 
 Aturan Al-Mudharabah dalam Islam ialah Al-Mudharabah memiliki 5 
unsur penting yaitu : 
1. Al-Mudharib (pemilik modal/investor) 
2. Shighatul-aqd (ucapan ijab dan qabul/ serah terima dari investor ke 
pengusaha) 
3. Ra’sul-maal (modal) 
                                                          
8
Departemen Agama RI, Terjemahan Al-quran Al-Karim dalam Bahasa Indonesia, (Madinah: 
Komplek Percetakan Al-Quran raja Fahad), h. 156   
9
HR Ad-Daruquthni dalam sunananya no. 3033 dan Al-Baihaqi dalam As-sunan Al-kubra 
VI/111 no. 11944. Syaikh Al-Albani menshahih-kanya dalam Al-Irwa‟ no. 1472)  
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4. Al-‘Amal (pekerjaan) 
5. Ar-Ribh (keuntungan) 
Akad Al-Mudharabah membutuhkan kejelasan dari kedua belah pihak. Dan 
kejelasan tersebut tidak diketahui kecuali dengan lafaz atau tulisan. Oleh karena 
itu ijab qabul modal, harus terpenuhi hal-hal tersebut 
1. Adanya kesepakatan jenis usaha 
2. Adanya keridhan dari kedua belah pihak 
3. Diucapkan atau ditulis dengan lafaz yang jelas dan bisa mewakili 
keinginan investor maupun pengusaha. 
Karena akad ini adalah akad kepercayaan, maka sebaiknyantertulis dan 
disaksikan oleh orang lain. 
Untuk modal para ulama mensyaratkan empat syarat agar harta bisa 
menjadi modal usaha. Ke4 syarat tersebut yaitu : 
1. Harus berupa uang. Para ulama berijma‟ bahwa yang dijadikan modal 
usaha adalah uang. 
2. Harus nyata adaa dan bukan utang 
3. Harus diketahui nilai harta tersebut. Modal yang dikeluarkan harus 
diketahui nilainya dnan tidak boleh mengambang 
4. Harus diserahkan kepada pengusaha. 
Adapun untuk jenis usaha tidak ada pembatasan dalam Al-Mudharabah. Al-
Mudharabah bisa terjadi pada perdagangan, eksploitasi hasil bumi, properti, jasa 
dan lain-lain dan yang paling penting usaha tersebut harus halal menurt syariat 
Islam. 
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Beberapa ulama mensyaratkan tiga prasyarat dalam pembagian 
keuntungan: 
a. Mesti ada pemberitahuan kalau modal yanng dikeluarkan yaitu untuk hasil 
keuntungan, bukanlah ditujukan untuk utang saja. 
b. Mesti diprosentasekan keuntungan untuk investor serta pengusaha.dan harus 
diputuskan dari pertama akad. Besar presentasi keuntungan yaitu bebaas, 
bergantung perjanjian pada ke-2 belah pihak. 
c. Keuntungan Cuma untuk kedua belah pihak. Jika ada orang lain yang dipekerjakan 
jadi diijinkan untuk memasukkan sisi orang itu dalam presentase keuntungan. 
Keuntungan diperoleh jika semua modal investor sudah kembali 100%. 
Bila modal investor belum kembali semuanya, jadi pengelola tidak memiliki hak 
memperoleh apa-apa. Oleh karena itu Al-Mudharabah mempunyai kemungkinan 
memikul kerugian untuk kedua belah pihak. Untuk investor dia kehilangan 
hartanya serta untuk pengelola tidak mendapat apa-apa. 
Serta yang perlu diperhatikan dalam Al-Mudharabah keuntungan diperoleh 
dari presentase keuntungan bersih. Sesuai dengan syariat Islam sudah sangat 
mengatur umatnya supaya tidak pernah adanya kedzaliman para pengelola dan 
investor, dan tidak pernah ada riba serta mencegah perekonomian Islam lemah. 
Sungguh indahnya Islam karena memudahkan umatnya dalam melakukan usaha 
dan agar tetap berada dijalan syariah Islam. 
10
 
 
                                                          
10
Saai Yai, Produk AL-Mudharabah dalam Islamsebagai Sousi Perekonomian Islam, 
http://pengusahamuslim.com/al-mudharabah-bagihasil.html, diakses pada tanggal 2 Agustus 2017 
(20.00) 
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2. Sistem bagi hasil menurut perundang-undangan 
 Landasan operasional bagi hasil atau akad mudharabah adalah Fatwa 
Dewan Syariah Nasional NO.:07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan 
mudharabah adalah dasar bagi hasil pelaksanaan akad mudharabah diperbankan 
syariah kemudian di adopsi Bank Indonesia dalam bentuk peraturan Bank 
Indonesia. 
Dan dalam perundang-undangan terdapat dalam UU No.21 tahun 2008 
tentang perbankan syariah. UUPS untuk menjamin kepastian hukum dan sekaligus 
memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakannproduk dan jasa 
bank syariah, dalam UUPS diatur jenis usaha, ketentuanpelaksanaan syariah, 
kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah. Diterbitkannya 
Undang-Undang Perbankan Syariah semakin memperkuat landasan hukum 
keberadaan Perbankan Syariah di dalam lingkup perbankan nasional.
11
 Undang-
undang no.21 tahun 2008 tentaang Perbankan Syariah (UUPS) denagn jelas 
mengatur mengenai jenis-jenis pembiayaan yang dimuat dakam ketentuan umum 
angka 25 bahwa pembiayaan dalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berupa : 
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah 
b. Transaksi sewa menyewa dlam bentuk ijarah dan atau sewa beli dalam bentuk 
ijarah muntahiya bittamlik 
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam  dan istishna 
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh 
e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa 
                                                          
11
 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan,(Bandung,: Mandar Maju, 2012), h. 119 
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Selama ini perbankan syariah selalu di identikkan dengan bagi hasil namun 
sebenarnya bagi hasil merupakan salah satu produk dari perbankan syariah 
sebagaimana disebutkan dalam UUPS. Meski hanya salah satu bentuk transaksi 
dalam pembiayaan syariah namun prinsip bagi hasil diakui sebagai nyawa dalam 
pembiayaan syariah. Oleh karena yaitu pembiayaan di sini memang dibatasi pada 
transksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah sesuai dengan  
UUPS. 
Adapun Peraturan Bank Indonesia yang menjadi landasan operasional 
perbankan syariah, khususnya terkait dengan bagi hasil di antaranya adalah:;  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang 
Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Syariah;  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan 
Kegiatan Usaha Bank Umum Konensional menjadi Bank Umum yang 
melaksanakan kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsp Syariah dan Pembukaan Kantor 
Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank 
Umum  Konvensional;   
C. Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Bni 
Syariah Cabang Makassar 
Bagi hasil dalam perbankan syariah dapat timbul karena adanya pembiayaan. 
Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
merumuskan pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berupa:  
1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 
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2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk 
ijarah muntahiya bittamlik; 
3. transaksi jual beli dalam piutang murabahah, salam, dan istishna; 
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan qardh; dan 
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. 
Pembiayaan sebagai kegiatan usaha bank umum syariah terbagi dalam empat 
bentuk yang menganut akad berbeda-beda di setiap bentuk pembiayaannya. Dimana 
pembiayaan mudharabah sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan bank 
syariah berdasarkan bagi hasil dan mudharabah ini secara tepat dipahami sebagai 
salah satu pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan 
syariah. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah 
merupakan suatu tindakan yang terlarang bagi Bank Umum Syariah dan Bank 
Pembiayaan Syariah. 
PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar menggunakan prosedur 
penyaluran pembiayaan seperti biasa yang diterapkan pada bank syariah lainnya. 
Pembiayaan mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) 
kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan 
menggunakan bagi laba (profit sharing) atau metode bagi hasil usaha (gross profit 
margin) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati 
sebelumnya. Bank mengenakan bagi hasil berdasarkan metode bagi hasil usaha (gross 
profit margin). Setiap permohonan pengajuan pembiayaan mudharabah, nasabah 
diwajibkan mengajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan 
oleh BNI Syariah serta melengkapi data-data yang diperlukan dalam persyaratan 
pengajuan pembiayaan.  
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Dalam pembiayaan mudharabah, Bank BNI Syariah memiliki produk yang 
bernama Linkage Program yang merupakan pembiayaan untuk usaha produktif. BNI 
Syariah Linkage Program merupakan fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah 
sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dsb) untuk diteruskan ke 
end user. BNI Syariah tidak melakukan pembiayaan mudharabah pada perorangan 
melainkan usaha yang telah berbadan hukum.  
Berikut mekanisme dan syarat pengajuan pembiayaan mudharabah di PT 
Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar: 
1. Usaha yang dimiliki nasabah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh 
PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar, yakni track record di Bank 
Indonesia harus baik, artinya tidak termasuk usaha yang ada dalam daftar hitam 
Bank Indonesia, tidak termasuk dalam debitur pinjaman macet sesuai informasi 
dari Bank Indonesia maupun BNI Syariah, serta memiliki institusi yang 
menaunginya. Artinya koperasi yang dapat mengajukan pembiayaan adalah 
koperasi milik sebuah institusi yang jelas, bukan koperasi yang berdiri sendiri. 
2. Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi nasabah dalam mengajukan 
pembiayaan mudharabah adalah fotocopy KTP seluruh anggota perusahaan, 
fotocopy NPWP seluruh anggota perusahaan, akta pendirian/perubahan (bila 
ada), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 
fotocopy Surat Ijin Praktik Profesi, Neraca dan Rugi Laba 2 tahun terakhir, 
Laporan Aktifitas Usaha 6 bulan terakhir, Perincian Rencana Anggaran Biaya 
Modal Kerja/Investasi, fotocopy dokumen agunan: BPKB, Sertifikat Tanah, 
IMB, dan PBB terakhir. 
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3. Setelah data-data dilengkapi, pihak bank akan melakukan wawancara untuk 
menggali informasi terkait besarnya pengajuan dana dan penggunaan dana yang 
nantinya informasi tersebut akan digunakan dalam menentukan besarnya 
angsuran, porsi bagi hasil, dan jangka waktu pembiayaan. 
4. Setelah itu manajemen akan memproses dan menganalisis berdasarkan prinsip 
5C dalam menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut memperoleh 
pembiayaan. Analisis 5C yakni Character atau kepribadian, Capacity atau 
kemampuan. Capital atau modal usaha, Collateral atau jaminan, Condition of 
economy atau kondisi ekonomi. 
5. Setelah menganalisis kelayakan nasabah yang mengajukan pembiayaan, 
dilakukanlah survei dalam rangka membandingkan dan menilai data antara 
hasil wawancara dengan hasil di lapangan. 
6. Apabila nasabah telah dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan, maka 
pihak bank akan memberikan Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) dan 
kemudian akan langsung dilakukan pembuatan akad dan pencairan dana. Pada 
umumnya pencairan dilakukan secara bertahap sebanyak 2-3 kali agar pihak 
bank dapat mengontrol dan memastikan jalannya usaha nasabah pembiayaan. 
7. Selama dimulainya hingga berakhirnya akad, pihak bank akan melakukan 
monitoring terhadap usaha nasabah, pemantauan dilakukan selama 3 bulan 
sekali oleh PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar. 
8. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pelunasan atau pembayaran angsuran 
oleh nasabah.  
Dalam penyaluran pembiayaan, PT. BNI Syariah Kantor Cabang Makassar 
tetap menggunakan prosedur sebagaimana biasa seperti yang diterapkan pada bank 
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umum lainnya namun dalam konsep pengaplikasiannya tetap tidak melalaikan dari 
sistem syariah yang berlaku. Dalam implementasi pembiayaan mudharabah, Bank 
BNI syariah memposisikan diri sebagai mitra kerja yaitu sebagai penyedia dana untuk 
memenuhi kebutuhan modal nasabah, sehingga posisi Bank dengan nasabah sejajar, 
Sedangkan hasil keuntungan akan dibagikan dengan porsi bagi hasil yang telah 
disepakati bersama dan untuk rasio pembagian laba pihak Bank BNI tidak 
menyebutkan berapa standar rasio pembagian laba dikarenakan setiap nasabah 
berbeda-beda tapi untuk menentukan berapa standar rasio setiap nasabah yang 
mengajukana apembiayaan mudharabah maka pihak Bank BNI hanya melakukan 
negosiasi sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.
12
 Dan dalam akad mudharabah 
pada dasarnya tidak ada gantirugi karena akad ini bersifat amanah jika terjadi 
kerugian maka kerugian akan ditanggung oleh pihak Bank BNI Syariah, kecuali bila 
terjadi kesalahan nasabah yang disengaja, kelalaian, pelanggaran kesepakatan, 
nasabah akan menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan usaha, nama baik hal 
ini juga sesuai dengan ketentuan pembiayaan no. 6 pada Fatwa DSN NO: 07/DSN-
MUI/IV/2000 yaitu  “LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian 
akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang 
disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.”  
Dalam pembiayaan mudharabah ini jarang terjadi pembiayaan macet karena 
bank telah memiliki perangkat analisa pembiayaan dalam mengukur layak atau tidak 
nasabah diberikan pembiayaan. karena terlebih dahulu pihak bank berupaya memilih 
dan menyalurkan pembiayaan pada sektor potensial, sehingga dana masyarakat yang 
                                                          
12
Syam, Junior Manajer pembiayaan Produktif, wawancara di Bank BNI Syariah, pada hari 
rabu tanggal 2 Agustus 2017 (16.30)  
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diamanahkan dapat berkembang secara lebih baik. Setiap permohonan pembiayaan 
akan dilakukan analisa oleh tenaga analis, selain mengurangi resiko seminimal 
mungkin, return dari yang dibiayai dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga 
akan menguntungkan kedua belah pihak.  
Dalam pengajuan pembiayaan, nasabah harus melewati berbagai tahapan atau 
proses dari mulai nasabah datang meminta pembiayaan sampai pembiayaan itu layak 
atau tidak layak untuk diberikan. Nasabah yang datang mengajukan pembiayaan 
biasanya berkonsultasi terlebih dahulu dengan account manager yang bersangkutan. 
Persyaratan permohonan pembiayaan mudharabah harus dipenuhi oleh nasabah 
(mudharib) agar bisa memperoleh pembiayaan dari Bank BNI Syariah adalah: Warga 
Negara Indonesia, pengalaman dibidang usaha minimal 1 (satu) tahun, identitas diri 
(Kartu Keluarga (KK) dan KTP), legalitas usaha lengkap dan masih berlaku (SIUP, 
TDP, HO dan SITU) atau Surat keterangan berusaha dari kelurahan/kecamatan 
khusus untuk pembiayaan sampai dengan Rp.150 Juta, bukti kepemilikan agunan 
yang sah dan masih berlaku, NPWP (perorangan/perusahaan), tidak termasuk dalam 
daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan 
macet/bermasalah, menyampaikan fotocopy rekening bank selama 6 (enam) bulan 
terakhir (bila ada). 
Adapun fitur dan mekanisme pembiayaan mudharabah pada PT. Bank BNI 
Syariah Kantor Cabang Makassar adalah sebagai berikut : 
a. Bank bertindak sebagai pemilik dana (Shahibul Mal), menyediakan dana dengan 
fungsi sebagai modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana 
(Mudharib) dalam kegiatan usahanya. 
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b. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun 
tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat mela 
kukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah 
berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan. 
c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang 
disepakati. 
d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu 
investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. 
e. Jangka waktu Pembiayaan Mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil 
usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah. 
f. Pembiayaan Mudharabah diberikan dalam bentuk uang serta bukan dalam bentuk 
piutang atau tagihan. 
g. Pengembalian Pembiayaan Mudharabah dilakukan dengan dua cara, yaitu secara 
angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Akad, sesuai dengan jangka waktu 
Pembiayaan Mudharabah. 
h. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana 
(Mudharib) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan. 
i. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (Mudharib) yang dapat ditanggung oleh 
Bank selaku pemilik dana (Shahibul Mal) adalah maksimal sebesar jumlah 
pembiayaan yang diberikan (Ra’sul Mal). 
Prosedur pembiayaan mudharabah meliputi proses awal, proses analisa, 
proses persetujuan, dan proses pencairan. Proses awal dimulai nasabah datang kepada 
PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar untuk mengajuka permohonan 
pembiayaan. Nasabah harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang diajukan 
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oleh account manager yang bersangkutan. Formulir pembiayaan tersebut berisi data 
pribadi dan data pendukung lainnya. Data pendukung berhubungan dengan 
kedudukan legalitas nasabah misalnya kartu identitas pribadi yang meliputi Kartu 
Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Keluarga (KK), 
Slip Gaji dan lain-lain. Jika permohonan pembiayaan mudharabah tersebut datangnya 
dari perusahaan maka nasabah wajib menyertakan data-data tentang perusahaan, data 
legalitas usaha, dan data pendukung misalnya laporan keuangan, surat izin yang 
diperlukan seperti SIUP, TDP. 
Menurut Syam selaku Junior Manajer pembiayaan produktif mengatakan 
bahwa  “Pembiayaan Mudharabah di Bank BNI syariah ini mulai dari proses 
pengajuan pembiayaan Mudharabah sampai ke fitur dan mekanisme pembiayaan 
mudharabah sampai ke pelaksanaan sistem bagi hasilnya sendiri semuanya telah 
mengikuti aturan  fatwa No.07/-DSN-MUI/IV/2000, dikarenakan didalam Bank 
Syariah itu memiliki yang namanya Dewan Pengawas Syariah atau disebut DPS, nah 
untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam praktik penerapan sistem bagi hasil 
DPS ini lah yang selalu mengawsi jalannya sistem Bank Syariah, miminal setiap 
sebulan sekali DPS selalu memberikan laporan bahwa Bank yang diawasinya itu telah 
berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Namun dari pihak Bank BNI itu sendiri 
untuk pembiayaan mudharabah dibatasi oleh Bank BNI karena seluruh modal nya 
ditanggung oleh pihak bank karena pembiayaan mudharabah ini bersifat amanah jadi 
perlu kehati-hatian” 
Seperti yang sudah djelaskan dalam  pernyataan pak Syam bahwa praktik 
penerapan sistem bagi hasil pada pembiyaaan mudharabah telah sesuai karena 
adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi pengembangan semua 
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produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melangar syariah, membuat 
pernyataan secara berkala setiap tahun tentang bank syariah yang diawasinya bahwa 
telah berjaan sesuai dengan ketentuansyariah, membuat laporan tentang 
perkembangan dan aplikasi sistem keuangan syariah diinstitusi bank syariah yang 
berada dalam pengawasannya sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.  
Pembiayaan mudharabah ini bersifat amanah namun pada prinsipnya 
pembiayaan mudharabah ini tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak 
melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari 
mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib 
terbukti melakukn pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam 
akad. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN no.:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
pembiayaan mudharabah dan didalam penjelasan pasal 37 ayat (1) UUPS tentang 
ketentuan mengenai jaminan. 
Hal ini membuktikan bahwa penerapan sistem bagi hasil pada Bank BNI 
Syariah Cab Makassar sudah berjalan sesuai dengan fatwa No.07/-DSN-
MUI/IV/2000 dan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang menjadi landasan 
operasional perbankan syariah, khususnya terkait dengan bagi hasil pada pembiyaan 
mudharabah. Hal ini juga terbukti dari data yang di ambil bahwa peningkatan jumlah 
saldo terhadap pembiayaan mudharabah selama empat tahun terkahir sudah 
meningkat dengan sangat baik.  
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TABEL 1.2 
Peningkatan Total Akhir Saldo Pembiayaan Mudharabah  
Tahun Mudharabah 
2014 Rp.18,548,095,313 
2015 Rp.17,528,182,256 
2016 Rp.19,039,838,801 
2017 Rp.18,948,285,695 
 
Sumber : Bank BNI Syariah Makassar 
Namun untuk data yang lebih spesifik pihak Bank BNI Syariah tidak bisa 
memberikan dikarenakan data nasabah-nasabah tersebut bersifat rahasia dan pada 
pembiayaan ini modal yang dikeluarkan lumayan besar sehingga untukk memperoleh 
data lebih rinci tidak diperbolehkan. 
Meskipun Bank BNI syariah sudah menjalankan programnya dengan sangat 
baik namun sayangnya Bank BNI Syariah tidak terlalu mengembangkan produk 
pembiayaan mudharabah ini pihak Bank BNI Syariah membatasi produk pembiayaan 
mudharabah karena seluruh modal disediakan oleh pihk Bank BNI Syariah karena 
adanya rasa kekhawtiran.  
Adapun kendala lainnya ialah masih terbatasnya pemahaman masyarakat 
mengenai kegiatan usaha bank syariah, keterbatasan informasi mengenai bank syariah 
ini menyebabkan masih banyaknya masyarakat memiliki persepsi yang keliru 
76 
 
  
 
mengenai operasi bank syariah. Maka dari itu diperlukan untuk meningkatkan 
pemahaman masyarakat mengenai bank syariah. Upaya meningkatkan pemahaman 
ini dilaksanakn karena disadari bahwa perbankan syariah di Indonesia masih dalam 
tahap awal pengembangan. Dengan demikian pada saat ini pemahaman mesyarakat 
mengenai sistem dan prinsip pelayanan perbankan yang berdasarkan syariah 
sebagaian besar masih kurang tepat. Sehingga, dalam hal ini bentuk produk dan 
pelayanan  jasa, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah, serta cara-
cara berusaha yang halal dalam bank syariah maish sangat perlu disosialisasikan 
terkhusunya tentang pembiayaan mudharabah yang menggunakan sistem bagi hasil. 
Dan diharapkan terus berinovasi dalam membuat fitur-fitur produk perbankan syariah 
yang tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah, dan diharapkan dapat bertahan pada 
situasi perbankan saat ini, dimana persaingan antara bank semakin kuat. Terus dapat 
meningkatkan kemampuan sendiri serta meningkatkan pemasaran dan pelayanannya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sesuai dengan judul skripsi, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Sistem Bagi Hasil dalam Islam dikenal dengan Al-Mudharabah. Dan 
diperbolehkan sesuai dengan persetujuan Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam 
setelah mengetahui sistem muamalah ini dan pesetujuan Nabi Shallallahu alaihi 
wassalam termasuk satu jenis sunnah. 
Aturan Al-Mudharabah dalam Islam ialah Al-Mudharabah memiliki 5 unsur 
penting yaitu :Al-Mudharib (pemilik modal/investor), Shighatul-aqd (ucapan 
ijab dan qabul/ serah terima dari investor ke pengusaha), Ra’sul-maal (modal), 
Al-‘Amal (pekerjaan), Ar-Ribh (keuntungan) 
Dalam landasan operasional Perbankan Syariah mengenai Sistem Bagi Hasil 
tentang Pembiayaan Mudharabah ialah Fatwa DSN no.07/DSN-MUI/IV/2000 
serta di terbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 
Tentang Perbankan Syariah  
2. Praktik penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di Bank BNI 
Syariah. Penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di Bank 
BNI Syariah Cab Makassar sudah berjalan sesuai dengan fatwa No.07/-DSN-
MUI/IV/2000. Mekanisme pembiayaan mudharabah pada PT. Bank BNI 
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Syariah juga telah mengikuti aturan Fatwa DSN karena ada DPS yang selalu 
memastikan Bank BNI Syariah telah menjalakan sistemnya sesuai dengan 
aturan. Dan untuk mengenai pelaksanaan sistem bagi hasilnya Bank BNI 
Syariah mengenakan bagi hasil berdasarkan metode bagi hasil usaha (gross 
profit margin) untuk rasio pembagian labanya maka pihak Bank BNI Syariah 
melihat dari jangka waktu pembiayaan pihak Bank tidak menyebutkan berapa 
persisnya antara Bank dan Nasabah melainkan Bank melakukan negosiasi.  
B. IMPILIKASI 
Adapun implikasi dari hasil penelitian ini ialah : 
1. Bank BNI Syariah membatasinya produk pembiayaan mudharabah karena 
modal seluruhnya ditanggung oleh pihak Bank. Padahal dengan adanya 
pembiayaan mudharabah ini sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan 
usahanya. 
2. Untuk Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bank syariah. 
Diperlukan sosialisasi dari pihak Bank BNI Syariah Makassar perlu dilakukan 
untuk memberikan informasi tentang pembiayaan mudharabah yang 
menggunakan sistem bagi hasil, baik secara operasional dan keunggulannya 
dibandingkan produk lainnya. 
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